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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
perkenan-Nya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat menyelesaikan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan untuk
jangka 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus
kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pendidikan dalam mewujudkan cita-
cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan
pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan sekaligus program, kegiatan dan subkegiatan yang akan
dilaksanakan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Perubahan Renstra ini dirasa sangat penting untuk dipahami serta dimanfaatkan
oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan para pemangku
kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
semua program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan bidang pendidikan
secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambunagan.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka
menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja
Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian Visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dinas Pendidikan menyadari bahwa Perubahan Rentra ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat dibutuhkan untuk

bahan perbaikan di masa mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupateg Grobogan,
e \

\&s. H. PURNYOMO, M.Pd
\J Pembind 7K. 1/ 1IV.b
NIP=196711271995121002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan berdasarkan
Kepmendagri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi  pemutakhiran  klasifikasi, kodefisikasi dan  nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran
Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan 050/1111.1/2022 tanggal 28 Desember
2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026, maka dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026. Rencana Strategis memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah bidang Pendidikan Kabupaten Grobogan
berfungsi untuk (1) mengarahkan kemana pelayanan Dinas Pendidikan akan
dikembangkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
(2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu
dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan proses sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun
2017 yaitu:

1. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah

3. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah

4. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem
perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan

sebagai berikut :
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Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

BAGANALIRTAHAPAN DAN TATACARAPENYUSUNAN RENSTRA PD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
Rancangan
Z =
PENYUSUNAN
[ P;;‘yusu“m = -
AWAL RPJMD Renstreepbd
S Musrenbang
RPJMD
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
Perumusan rencana
Pidiicator kKinaria,
sasaran dan
Analisis
Gambaran
pelayananPD
sPmMm
memmm— [ Penetapan
5 =R rumusan indikator Renstra PD
Gatadan. e |
informasi e RENSTRA-PD

Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyusun Renstra
Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun
2021-2026, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023
dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai penyelenggara pemerintahan
daerag, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten
Grobogan periode RPIJMD 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Grobogan yang

lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun

2021-2026 berlandaskan pada:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

C. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301);
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d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4725);

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomomr 6398);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr
6573);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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I. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

m. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah
dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah dan Pemutakhiran dengan Kepmendagri 050/5889;
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t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

X. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2010 Nomor 6, (Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daetah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

z. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007);

aa.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

bb.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 — 2024);

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021
Nomor 8-254);
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dd.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (OPD) Kabupaten

Grobogan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun

2021-2026 disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Pendidikan, dengan

maksud sebagai berikut :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-
2026;

b. Sebagai pedoman dalam menetukan strategi dan arah kebijakan perangkat
daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten
Grobogan;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;

d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah,
antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi
masyarakat;

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2021-2026 disusun

dengan tujuan:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah
(RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama
periode 2021-2026;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah,
antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian;

d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi

untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 6



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika, sebagi berikut :

Bab |

Bab Il

Bab Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VI

BAB VIII

Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan Renstra Perangkat
Daerah.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi
tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah; dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat
tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; Telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, berisi
tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

Strategi dan Kebijakan berisi rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, berisi tentang
rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi tentang indikator
kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.

Penutup, berisi tentang bagian ini dikemukakan tentang Pedoman

Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 7



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten

Grobogan
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai
kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang
pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan
Kedudukan tersebut Dinas Pendidikan mempunyai Tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang pendidikan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
» Kepala Dinas;
» Sekretaris, terdiri atas:

a) Sub Bagian Perencanaan;

b) Sub Bagian Keuangan;

c) Sub Bagian Umum.
» Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non

Formal terdiri atas :

1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;

2) Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal;

3) Jabatan Fungsional Sub Koordinator Kelembagaan, sarana dan prasarana

pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
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» Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) terdiri atas :
1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
3) Jabatan Fungsional Sub Koordinaator Kelembagaan, sarana dan
prasarana Sekolah Dasar.
» Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri atas :
1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama;
3) Jabatan Fungsional Sub Koordinaator Kelembagaan, sarana dan
prasarana Sekolah Menengah Pertama.
» Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas :
1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3) Jabatan fungsional Sub Koordinator Pembinaan dan Penilaian Kinerja.
» Koordinator Wilayah Pendidikan terdiri atas :
1) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kedungjati;
2) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
3) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Penawangan;
4) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Toroh;
5) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Geyer;
6) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pulokulon;
7) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kradenan;
8) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Gabus;
9) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Ngaringan;
10) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Wirosari;
11) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tawanghatrja;
12) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Grobogan,;
13) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
14) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Brati;
15) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klambu;
16) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Godong;
17) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Gubug;
18) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tegowanu;
19) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo
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» Kelompok Jabatan Fungsional
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing komponen struktur
Dinas Pendidikan dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar (SD), pembinaan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan;

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang

pendidikan;
3. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan;
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pendidikan;

5. pengelolaan kesekretariatan dinas;
6. pengelolaan koordinator wilayah pendidikan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif
dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas,
menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, keuangan,
hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan

rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan
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ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan

pelaporan.

c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

1). penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

2). penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan
teknis di bidang pendidikan;

3). penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan,
administrasi umum dan surat-menyurat;

4). pengelolaan sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah
tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas,
hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan
penyusunan pelaporan;

5). pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban
keuangan;

6). penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

7). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelo-laan dan fasilitasi,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.

c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan
pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal,
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2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan
pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal;

3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal;

4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan
pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal;

5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan
pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal; dan

6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

a. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dibidang pembinaan sekolah dasar.

c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas
pokok melaksanakan fungsi:

1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
Sekolah Dasar;

2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan
Sekolah Dasar;

3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pembinaan Sekolah Dasar;

4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Dasar;

5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan

Sekolah Dasar; dan
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6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan
kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam
melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:

1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
Sekolah Menengah Pertama;

2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama,;

3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan Sekolah
Menengah Pertama,

5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan
Sekolah Menengah Pertama; dan

6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian,
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pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan pengelolaan
administrasi pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
pembinaan dan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
pengangkatan, penempatan, pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kesejahteraan,
penghargaan, perlindungan, pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan, pencapaian standar nasional, kebutuhan dan pengelolaan,
pemberhentian dan/atau pensiun pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan tenaga kependidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
c. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan fungsi:
1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang peningkatan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan;
5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:
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Gambar 1 :Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
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2.3 Tata Kerja
a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Koordinator Wilayah Pendidikan, Kepala
Satuan Pendidikan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di
lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

c. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
Koordinator ~ Wilayah Pendidikan, Kepala  Satuan Pendidikan
bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan
masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

d. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Koordinator
Wilayah Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan serta Kelompok Jabatan
Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

e. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu
oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing pimpinan satuan
organisasi mengadakan rapat secara berkala.

f. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

g. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Koordinator Wilayah
Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Kelompok Jabatan Fungsional di
lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan
selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas yang
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

h. Kepala Bidang di lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh
Sekretaris.
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i. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.4 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya
manusia dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut
dijelaskan melalui uraian di bawah ini:
2.4.1 Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan sebagamana diatur dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata
Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dirinci seperti pada
tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Data ASN Berdasarkan Jabatan

NO JABATAN JUMLAH (ORANG)
1. | Eselonll 1

2. | Eselon 5

3. | Eselon IV 12

4. | Fungsional 3111

5. | Staf 53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, pegawai di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan cukup baik, karena
sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 4958 orang, S2 sebanyak 261
orang, S3 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 35 orang dan SMA sebanyak 163
orang. Data pendidikan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

seperti tertuang pada table 2.2 dibawah :
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Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN
NO JABATAN
SMP SMA D3 S1 S2 S3
1. |Eselonll - - - - 1 -
2. | Eselon lll - - - - 4 1
3. |[Eselon 1V - - - 3 5 -
4. | Fungsional 13 139 32 4922 | 235 -
5. | Staf - 24 3 33 3 -
JUMLAH 13 163 35 4958 | 261 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Ditinjau dari tingkat golongan distribusi pegawai berada antara golongan |
sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan
lll. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai dijabarkan pada tabel
berikut 2.3 berikut :

Tabel 2.3
. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH
1. | Pembina Utama Muda IV/c : 38
2. | Pembina Muda Tk | IV/b 918
3. | Pembina IV/a 559
4. | Penata Tk | l/d 497
5. | Penata lli/c 283
6. | Penata Muda Tk | /b 1020
7. | Penata Muda lll/a 2017
8. | Pengatur TK | [l/d 24
9. | Pengatur Il/c 79
10. | Pengatur Muda Tk | /b 25
11. | Pengatur Muda ll/a 7
12. | Juru Tk. | ‘ I/d ' 5
13. | Juru l/c 4
14. | Juru Muda Tk. | I/b 2
15. | Juru Muda I/a -
JUMLAH 5479

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 18



2.4.2 Sumber Daya Aset

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam

rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai

berikut:
Tabel 2.4
Rincian Aset Tetap tahun 2020
No. Nama Barang Satuan Jumlah Baik Rusak
1 | Tanah M? 10.770 10.770
2 | Mobil Unit 7 6 1
3 | Sepeda Motor Unit 128 122 6
4 Mesin Ketik Unit 2 2
5 | Stensil Unit 1 1
6 | Mesin Cetak Unit 1 1
7 Rak Besi Unit 14 14
8 Rak Arsip Unit 20 20
9 Filling Cabinet Unit 21 10 11
10 | Brankas Unit 6 6
11 | Almari Kaca Unit 4 4
12 | LCD Unit 4 4
13 | Perlengkapan Kantor Unit 1 1
14 | Almari 2 Pintu Unit 8 8
15 | Almari Kayu Unit 6 6
16 | Alamari Biasa Unit 5 5
17 | Meja Tulis Unit 5 5
18 | Meja Kerja Unit 64 64
19 | Meja Panjang Unit 5 5
20 | Meja/Kursi Tamu Set 5 3 2
21 | Kursi Kerja Unit 51 51
22 | Meja Tulis Y2 Biro Unit 6 6
23 | Kursi Operator Unit 1 1
24 | Almari Es Unit 1 1
25 | AC Unit 23 23
26 | TV Unit 3 3
27 | Amplifier Unit 1 1
28 | DVD Combo Unit 1 1
29 | UPS Unit 26 22 4
30 | Komputer Unit 33 33
31 | Laptop Unit 27 17
32 | Notebook Unit 22 22
33 | Printer Diskjet Unit 6 6
34 | Printer Laser Jet Unit 11 11
35 | Scaner Unit 1 1
36 | Pesawat Telepon Unit 2 2
37 | Pesawat Fximile Unit 1 1
38 | Sumur Unit 1 1
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No. Nama Barang Satuan Jumlah Baik Rusak
39 | Piano Unit 1 1
40 | Mesin Genset Unit 1 1
41 | Tandon Air Unit 1 1
42 | Pompa Jetpump Unit 1 1
43 | Almari Piala Unit 1 1
44 | Sound System portable Unit 1 1
45 | Megaphone Unit 1 1
46 | Handycam Unit 3 3
47 | Jaringan Internet Unit 1 1
48 | Jaringan Listrik Unit 3 3
49 | Sound System Unit 1 1
50 | Microphon Unit 4 4
51 | Jam Dinding Unit 9 9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

2.4.3 Analisis Kebutuhan Terhadap Sumber Daya Manusia dan Sarana
Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan, terdapat beberapa uraian tugas jabatan yang tidak dapat
dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dikarenakan para pejabat hampir/telah
memasuki purna bakti sebagai Aparatur Sipil Negara. Dinas Pendidikan juga
masih mengalami kendala dalam penataan aset milik daerah di Dinas
Pendidikan. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya tenaga yang memiliki
keahlian dalam pengelolaan aset daerah.

Disamping kendala masalah sumber daya manusia/aparatur, Dinas Pendidikan
juga minim dalam penyediaan sarana prasarana penunjang kinerja perangkat
Daerah. Dari empat pejabat eselon Il yang ada pada Dinas Pendidikan, baru
tersedia 2 (dua) kendaraan dinas operasional. Hal ini sangat mengganggu
kinerja pejabat yang bersangkutan. Berikut usulan kebutuhan pegawai PPPK

Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan :
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Tabel 2.5

USULAN KEBUTUHAN PEGAWAI PPPK

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

I Priorita
Eksisting
N Jabatan Kualifikasi Unit Kerja AB Pegawai Kekuranga Us:Ian
o Fungsional Pendidikan Penempatan K (PNS/PPPK n PPPK
) 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
D-III Manajemen / D-
Arsiparis III Administrasi Sub Bagian
1 Terampil Perkantoran / D-III Umum 1 0 -1 1
Kearsipan / D-III
Teknik Informatika
S-1 Teknik Informatika Bidang
/ S-1 Ilmu Komputer / Pembinaan
>-1 Teknologi Pendidikan
Pembelajaran / S-1 Anak Usia Dini
Pengembang Teknologi Pendidikan / d
. . an
2 Teknolog_l S-1 Kurlkylum qa_n pendidikan 1 0 1 1
Pembelajaran Teknologi Pendidikan / Non Formal
Pertama S-1 Kurikulum dan Kepala Seksli
Teknik Pendidikan / S- Pembinaan
1 Ilmu Komunikasi / S- Pendidikan
1 Desain Komunikasi Non Formal
Visual
S-1 Teknik Informatika
/ S-1 Ilmu Komputer / .
S-1 Teknologi E’fniggnaan
Pembelajaran / S-1 Sekolah
Pengembang Teknologi Pendidikan / Dasar, Kepala
3 Teknologi S-1 Kurikulum dan Seksi Pesert 1 0 1 1
Pembelajaran Teknologi Pendidikan / eist Feserta
) 9 Didik dan
Pertama S-1 Kurikulum dan Pembangunan
Teknik Pendidikan / S- Karakter
1 IImu Komunikasi / S- Sekolah Dasar
1 Desain Komunikasi
Visual
S-1 Teknik Informatika E’:adr:Bignaan
/ S-1 Iimu Komputer / Sekolah
S-1 Teknologi Menengah
Pembelajaran / S-1 Pertama
Pengembang Teknologi Pendidikan / Kepala S’eksi
4 Teknologi S-1 Kurikulum dan Pegerta Didik 1 0 1 1
Pembelajaran Teknologi Pendidikan /
Pertama S-1 Kurikulum dan gan b
Teknik Pendidikan / S- K::r;k?ggunan
1 IImu Komunikasi / S- S
. o ekolah
1 Desain Komunikasi Menengah
Visual Pertama
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Sumber Daya administrasi L
5 - - Kependidikan, -1 1
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. Kepala Seksi
Aparatur kesekretariatan, dan L
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Aparatur pengembangan
. Pengembanga
sumber daya manusia,
. n Sumber
pemerintahan, dan .
: - Daya Manusia
informatika
Jumlah Seluruhnya 6

2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan
pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya
insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan bertekad
mewujudkan insan Grobogan yang berkarakter, kompetitif dan berwawasan
kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non
formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender. Berikut kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Grobogan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 22




2.5.1 Pendidikan Anak Usia Dini

a.1 Angka Partisipasi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk
mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka
untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai
upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan
meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan
pendidikan pada jenjang PAUD telah menunjukkan peningkatan Angka
Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 85.74%
pada tahun 2020 menjadi 90.45 % pada tahun 2022.

Tabel 2.6
Perkembangan APK PAUD

Kondisi Tahun
Indikator Satuan
2020 2021 2022
APK Pendidikan
Anak Usia Dini % 85.74 89.97 90.45
(PAUD)

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

a.2 Jumlah Lembaga PAUD dan PAUD Terakreditasi
Saat ini jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Grobogan ada 1.216 lembaga,
di dalamnya termasuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak
(TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman kanak-kanak (TK). Jumlah
PAUD sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6 di bawah :

Tabel 2.7
Jumlah Lembaga PAUD

Kondisi Tahun
Jenis
2020 2021 2022
Kelompok Bermain 422 405 406
Tempat Penitipan Anak 6 4 4
Satuan PAUD Sejenis 90 76 78
Taman kanak-kanak 736 730 728

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

PAUD saat ini tidak hanya ada di wilayah perkotaan, tetapi saat ini sudah
banyak didirikan di desa-desa melalui pos PAUD. Untuk meningkatkan
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kualitas layanan PAUD, pemerintah melakukan penilaian secara
kelembagaan melalui sistem akreditasi. Akreditasi merupakan proses
evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh
suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah
ditetapkan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi
atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan,
sehingga layak untuk menyelenggarakan program programnya. PAUD
terakreditasi di Kabupaten Grobogan saat ini baru mencapai 21.12 %.
Dalam rangka pencapaian PAUD terakreditasi, diperlukan upaya-upaya
lebih optimal lagi agar pelayanan PAUD semakin baik.

2.5.2 Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
meningkatkan  kualitas  hidup. Pendidikan  nonformal  berfungsi
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan  pengetahuan dan  keterampilan  fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

b.1 Lembaga Kursus
Pendidikan nonformal yang ada saat ini di Kabupaten Grobogan berupa
lembaga kursus berjumlah 50 lembaga, yang memiliki ijin pada tahun 2022
baru sebesar 23 %. Perkembangan lembaga kursus dapat dilihat pada Tabel

2.8 dibawah :
Tabel 2.8
Lembaga kursus
Kondisi Tahun
No Indikator Satuan
2020 2021 2022
Lembaga kursus
1 | memilikiijin- % 53 50 50
operasional dari
pemerintah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022
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b.2 Pusat Kegiatan Belajar

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal
sesuai dengan standar teknis pembelajaran sudah sangat baik. Tahun 2022
pusat kegiatan masyarakat berjumlah 35 buah. Perkembangan jumlah Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah

Tabel 2.9
Pusat kegiatan Belajar Masyarakat

Kondisi Tahun
No Indikator Satuan
2020 2021 2022
1 Jumlah PKBM lembaga 35 28 28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Sedangkan jumlah warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan
yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat dilihat pada tabel
berikut 2.10 di bawah:

Tabel 2.10
Jumlah Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
No Indikator Satuan Kondisi Tahun
2020 2021 2022
1 Warga Belajar Paket A | orang 44 59 71
2 Warga Belajar Paket B | orang 298 732 898
3 Warga Belajar Paket C | orang 1.561 3082 | 3.484

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

2.5.3 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c.1 Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan program wajib belajar
minimal yang harus diikuti oleh warga Negara. Program ini untuk mendorong
pencapaian pemerataan pendidikan minimal setara SMP/MTs. Di Kabupaten
Grobogan angka partisipasi sekolah pada pendidikan Sekolah Dasar sudah
mencapai 91.52 % ditahun 2022, sedangkan di pendidikan SMP mencapai
79.92 %. Tren partisipasi sekolah pada pendidikan dasar mengalami sedikit
penirunan dari tahun 2020-2022. Penurunan angka partisipasi sekolah pada
pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari menurunnya
Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM)
ditingkat SD/MI dan SMP/MTs. Untuk APK SD/MI, ditahun 2022 sebesar
93,60%. Walau demikian, APM SD/MI mengalami penurunan dari 98.79 %
ditahun 2020 menjadi 84.86 % ditahun 2022, namun demikian APM
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SMP/MTs mengalami kenaikan dari 74.56 % naik menjadi 75.87 % di tahun
2022. Gambaran tentang Angka Partisipasi Sekolah dapat dilihat pada Tabel

2.11 di bawah.
Tabel 2.11
Angka Partisipasi Sekolah
Kondisi Tahun
No Indikatitor Satuan
2020 2021 2022

1 APS SD/MI/Paket A

/SDLB e % 96.46 91.37 91.53
2 | AP MP/MTs/ Pak

B/SSMPEB IMTs/ aket % 87.79 79.76 79.92
3 ;ASPDIT_B SD/MI/Paket A % 96.15 93.12 93.60
) g/Pslf\ApEgA PIMTS! - Paket % 98,06 90.56 91.49
° Q/Z%LB SDMI/Paket % 87,41 84.76 84.86
° SZ,TAPEQAP/MTS/ Paket % 69,85 76.67 75.87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

c.2 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APtS) pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten
Grobogan yang semakin menurun memberikan kontribusi pada kenaikan
angka partisipasi sekolah. Angka putus sekolah menjadi salah satu indikator
bagi peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing. Untuk jenjang
SD/MI, APtS relatifif rendah, jauh dari angka 1 persen. Sedangkan untuk
SMP/MTs relatif lebih tinggi, yang mendekati angka 1 persen. Oleh karena
itu, betapapun kecilnya prosentasi APS, tetap harus diminamilisir. Untuk
melihat gambaran APS, dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah.

Tabel 2.12
Angka Putus Sekolah
Kondisi Tahun
No | Indikator Satuan

2020 2021 2022

1 | Angka Putus Sekolah 0
SD/MI %o 0,041 0.015 0.006

2 | Angka Putus Sekolah 0
SMP/MTs %o 0,019 0.021 0.020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022
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c.3 Angka Kelulusan

Data tingkat kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Grobogan
pada tahun 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah.

Tabel 2.13
Angka Kelulusan

_ Kondisi Tahun
No Indikator Satuan
2020 2021 2022
Angka Kelulusan 0
1 SD/MI Yo 100 100 100
Angka Kelulusan 0
2 SMP/MTs Yo 100 100 100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

c.4 Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar
78.32%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
mengalami peningkatan hingga mencapai 94.98 % pada tahun 2022. Angka

sebelumnya. Angka melanjutkan dari
melanjutkan sangat dipengaruhi oleh kemungkinan banyaknya lulusan
sekolah di Kabupaten Grobogan ke kabupaten lain di sekitar. Gambaran

angka melanjutkan dapat dilihat pada Tabel 2.14 dibawah.

Tabel 2.14
Angka Melanjutkan
Kondisi Tahun
No | Indikator Satuan
2020 2021 2022

1 | Angka Melanjutkan dari 0

SD/MI ke SMP/MTs % 76.47 76.98 78.32
2 | Angka Melanjutkan dari

SMP / MTs ke % 94.49 94.76 94.98

SMA/SMK/MA

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Dari data di atas, terlihat jelas angka melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs di
Kabupaten Grobogan mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal yang
menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan adalah mencari informasi kemana
lulusan SD/MI menempuh pendidikan SMP/MTs atau bahkan mereka tidak

melanjutkan sekolah.
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2.5.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
a) Kondisi Ruang Kelas

Dari sisi kuantitas, jumlah ruang belajar yang ada di semua satuan
pendidikan sudah mampu menampung seluruh warga belajar. Walau
demikian, dari sisi kualitas ruang belajar masih banyak yang harus
direhabilitasi, baik rehabilitasi ringan, sedang maupun berat. Kondisi
perkembangan ruang kelas pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan
dapat dilihat pada Tabel 2.15 dibawah.

Tabel 2.15
Ketersediaan Ruang Kelas

. Kondisi Tahun
No ndtiator satuan| - 5509 2021 2022
1| Juatd E{i‘f SDIME| o | 28,48 27.02 27.21
2 I\R/I‘%asnlf’oﬁzlgistf‘a'\if(':’ % | 29,69 30.36 36.80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

b) Ketersediaan Perpustakaan

Di Kabupaten Grobogan, SD/MI yang memiliki perpustakaan masih
sangat rendah. Saat ini SD/MI yang mempunyai perpustakaan baru 494
sekolah dari 898 SD/MI. Dari jumlah perpustakaan tersebut kondisinya
adalah 122 (24,70%) dalam keadaan baik, dan 372 (75,30%) ruang
dalam keadaan rusak. Sedangkan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan
sebanyak 128 dari 230 sekolah. Perpustakaan dalam kondisi baik 43
(33,60%), kondisi rusak 85 (66,40%). Kondisi Perpustakaan dapat dilihat
pada Tabel 2.16 dibawah.

Tabel 2.16
Ketersediaan Perpustakaan
) Kondisi
Jenjang :
Baik Rusak
SD/MI 24.70% 75.30%
SMP/MTs 33,60% 66,40%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022
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c) Ketersediaan Laboratorium IPA
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, laboratorium IPA
hanya diperlukan di jenjang SMP/MTs. Dari jumlah 230 SMP/MTs yang
ada di Kabupaten Grobogan, baru 106 (46,09%) sekolah yang sudah
mempunyai ruang laboratorium IPA. Dari sejumlah itu, 41 (38,68%) ruang
dengan kondisi baik, sedangkan 65 (61,32%) ruang dalam kondisi rusak.
Ketersediaan dan kondisi laboratorium IPA bisa dilihat pada Tabel 2.17

dibawah.
Tabel 2.17
Ketersediaan Laboratorium IPA
Jenian Kondisi
jang Baik Rusak
SMP/MTs 38.68% 61.32%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

d) Ruang Laboratorium Komputer

Di era revolusi industri 4.0, kemampuan mengoperasikan komputer
menjadi kebutuhan dasar bagi peserta didik. Disamping itu, kebutuhan
komputer untuk mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional / Asesmen
Nasional juga menjadi kebutuhan dasar bagi satuan pendidikan. Namun
demikian, ketersediaan laboratorium komputer, baik di SD/MI maupun di
SMP/MTs masih sangat rendah. Di SD/MI, dari 898 sekolah baru 76
(8,46%) sekolah yang mempunyai laboratorium komputer. Di jenjang
SMP/MTs, dari 230 SMP/MTs baru 94 (40.87%) sekolah yang
mempunyai laboratorium  komputer. Ketersediaan dan kondisi
laboratorium komputer di jenjang pendidikan dasar, dapat dilihat pada
Tabel 2.18 di bawah.

Tabel 2.18
Ketersediaan Ruang Komputer
Kondisi
Jenjang
Baik Rusak
SD/MI 80.26 % 19.74 %
SMP/MTs 40.43 % 59.57 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022
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e) Ketersediaan Tempat Olahraga

Olahraga merupakan salah satu ajang untuk membina potensi dan bakat
siswa. Karena itu prasarana olahraga harus tersedia di setiap satuan
pendidikan. Ketersediaan tempat olahraga di jenjang SD/MI dari 898
sekolah, baru ada 319 (35,52%) sekolah yang mempunyai tempat
olahraga. Dari jumlah tersebut, 239 (74,92%) dengan kondisi baik, dan
80 (25,08%) dalam kondisi rusak. Di jenjang SMP/MTs kebutuhan tempat
olahraga telah mencukupi. Ketersediaan dan kebutuhan, serta kondisi
tempat olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.19 di bawah.

Tabel 2.19
Ketersediaan Lapangan Olahraga
Jenian Kondisi
jang Baik Rusak
SD/MI 74.92 % 25.08 %
SMP/MTs 100 % 0%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

f) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan sekolah
yang memberikan otonomi kepada sekolah atau madrasah dan
mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara
langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar
pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada prinsipnya MBS
bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai
kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan
kinerja sekolah. Di Kabupaten Grobogan, semua jenjang pendidikan
SD/MI dan SMP/MTs sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) dengan baik. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut.
Tabel 2.20
Persentase Sekolah yang melaksanakan MBS
_ Kondisi Tahun
No Indikator Satuan
2020 2021 2022

Prosentase Sekolah
1 |melaksanakan MBS % 100 100 100

dengan baik

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022
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g) Kualifikasi Pendidik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
minimal S1. Di Kabupaten Grobogan, guru yang sudah berkualifikasi
S1/D-IV: guru jenjang TK/RA sebanyak 1.121 (47,80%), guru jenjang
SD/MI sebanyak 6.017 (88.63%), guru jenjang SMP/MTs sebanyak
3.341(90,35%). Sementara itu, masih ada guru yang masih berijazah di
bawah S-1, mereka adalah; guru TK/RA sebanyak 1.224 (52,20%), Guru
SD/MI 772 (11,37%). Guru SMP/MTs sebanyak 357 (9,65%). Dengan
kondisi tersebut, berarti masih ada kewajiban pemerintah untuk
mendorong pencapaian kualifikasi S-1/D-4 bagi guru-guru tersebut.
Kualifikasi dan Kebutuhan guru, dapat dilihat pada Tabel 2.21 di bawah.

Tabel 2.21
Kualifikasi Pendidik

Jenjang Belum S-1 S-1
TK/RA/PAUD 52,20% 47,80%
SD/MI 11,37% 88,63%
SMP/MTs 9,65% 90,35%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

2.5.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk
mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu
wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan,
pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia
harapan hidup, sedangkan indikator dari bidang pendidikan yaitu angka
harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang
perekonomian indikator yang dipergunakan ialah rata-rata pengeluaran
perkapita.
Perkembangan IPM di Kabupaten Grobogan dalam periode 2020-2022
menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 IPM Kabupaten Grobogan
sebesar 69.87, meningkat menjadi 70.97 pada tahun 2022. Kinerja
perkembangan IPM Kabupaten Grobogan sejalan dengan peningkatan
perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 71.87
ditahun 2020 menjadi 72.79 pada tahun 2022.
Perkembangan peningkatan IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada
diagram 2.1 di bawah:
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Diagram 2.1
Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan
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Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2022

2.5.5.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Grobogan
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, capaian angka HLS adalah
13,03 tahun kemudian meningkat menjadi 13,19 tahun pada tahun 2022. Data
perkembangan HLS di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada diagram 2.2 di

bawah.
Diagram 2.2
Perkembangan HLS Kabupaten Grobogan
Harapan Lama Sekolah
13
12,8 —— —
b6 120’77 12,77 12,81
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Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2022
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2.5.5.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan dalam
kurun waktu tiga (3) tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020,
capaian rata-rata lama sekolah adalah 6.93 tahun 2020 meningkat menjadi
7.11 tahun pada tahun 2022. Sementara itu, dibandingkan capaian rata-rata
lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, capaian rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Grobogan masih lebih rendah. Dengan kondisi capaian sampai
dengan tahun 2022 yang besarnya 7.11 menunjukkan rata-rata lama sekolah
di Kabupaten Grobogan masih setaraf kelas VII SMP/MTs. Data
perkembangan RLS di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada diagram 2.3

dibawah:
Diagram 2.3
Perkembangan RLS Kabupaten Grobogan
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)
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Sumber:; Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2022

2.5.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Wajib
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan / atau Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 pada tahun 2019
dan tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Angka peningkatan tersebut
dapat dilihat pada tabel 2.22 dibawah:
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Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.22

Pencapaian
Kelompok Usia
2020 2021 2022
5-6 Tahun 91.04 90.88 90.45
7-12 Tahun 96.86 92.38 91.53
13-15 Tahun 77.72 78.98 79.92
7-18 Tahun 86.00 87.38 87.64

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten

Grobogan Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.23 di bawah.
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Tabel 2.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

Indikator Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Kinerja
NO sesuai
Tugas dan 2016 | 2017 2018 2019 | 2020 (2021|2016 | 2017 | 2018 | 2019 |[2020 [2021| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Fungsi
Partisipasi
Murni (APM) SD
1 97.71 | 97.73 | 97.75| 97.79 | 97.79 [88.76(/98.79 | 97.19 | 91.29 | 91.29 |87.41(85.68{101.11| 99.45| 93.39 | 93.35 | 89.39 | 96.53

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
2 87.1 | 87.13| 87.15| 87.18 | 87.21 [95.25|74.56 | 84.83| 72.26 | 72.26 |69.85|74.34| 85.60 | 97.36 | 82.91 | 82.89 | 80.09 | 78.05

Partisipasi Kasar

(APK) SD 106.65| 106.72| 106.75| 106.79| 106.83(96.15|107.79| 103.77| 107.79| 107.79| 96.15(95.66(101.07| 97.24 | 100.97|100.94| 90.00 | 99.49

Partisipasi Kasar

4 (APK) SMP 100.05| 100.09| 100.14| 100.17| 100.21{98.50|102.26| 100.04| 102.27| 102.27|98.06(90.24(102.21| 99.95| 102.13|102.10| 97.85 | 91.61
5 Angka Melek Huruf 91.89| 91.91 | 91.93 | 91.95 | 91.98 |97.76| 91.11 | 92.15 | 94.26 | 97.27 [97.32|98.56| 99.15 | 100.26 | 102.53 |105.78|105.80 |100.82
6 | Angka Putus Sekolah (APS) SD 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 |0.075| 0.00 0.00 0.13 0.13 | 0.41 |0.060| 102 102 -450 | -450 |-1850 | 125
7 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 |0.075| 0.00 0.13 0.15 0.15 | 0.19 (0.05| 200 | -1100 | -1300 |-1300 [-1700 | 150
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Indikator Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Kinerja
NO sesuai
Tugas dan 2016 | 2017 2018 2019 | 2020 (2021|2016 | 2017 | 2018 | 2019 |[2020 [2021| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Fungsi
8 Angka 100 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100 100 100
Kelulusan SD
9 Angka 100 100 100 100 100 | 100 | 100 | 99.38 | 99.23 | 99.23 | 100 [ 100 | 100 | 99.38 | 99.23 |99.23 | 100 100
Kelulusan SMP
10 | % Guru sesuai kualifikasi S1/D IV 7171 | 7771 | 7775 | 77.77 | 77.81 |95.20| 81.55| 86.07 | 85.77 | 85.77 [83.31 |86.98|104.94|110.76 | 110.32 |110.29]107.07 | 91.37
11 | Rasio Guru per Murid SD 22.76 | 22.78 | 22.82 | 22.86 | 22.89 [20.36| 18.15| 18.42 | 18.76 | 20.94 |20.52 (20.16| 79.75 | 80.86 | 82.21 |91.60 |89.65 [99.02
12 | Rasio Guru Per Murrid SMP 29.76 | 29.78 | 29.82 | 29.84 | 29.87 |18.17|16.78 | 16.46 | 16.61 | 18.18 |18.09 |18.28| 56.38 | 55.27 | 55.70 [60.92 | 60.56 |100.61
13 | Meningkatnya Aplikasi MBS 100 100 100 100 100 | 100 | 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 | 100 | 100
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Tabel 2.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tahun 2022
Indikator Target Renstra SKPD Tahun |Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Kinerja
NO i
Tugas dan 2022 2022 2022
Fungsi
Partisipasi
1 i
Murni (APM) SD 89.24 84.86 95,09
2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 96.32 75.87 78,77
Partisipasi Kasar
3
(APK) SD 96.76 93.60 96,73
Partisipasi Kasar
4 . .
(APK) SMP 98.94 91.49 92,47
5 | Angka Melek Huruf 98.20 98.10 99,90
6 | Angka Putus Sekolah (APS) SD 0.05 0.006 833,33
7 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP 0.05 0.020 250
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Indikator Target Renstra SKPD Tahun |Realisasi Capaian Tahun| Rasio Capaian pada Tahun
Kinerja
NO i
Tugas dan 2022 2022 2022
Fungsi
Angka
8 Kelulusan SD 100 100 100
Angka 1 1 1
9 Kelulusan SMP 00 00 00
10 | % Guru sesuai kualifikasi S1/D IV 95.98 88.76 92,48
11 | Rasio Guru per Murid SD 20.11 20.24 100,65
12 | Rasio Guru Per Murid SMP 19.10 18.02 94,35
13 | Meningkatnya Aplikasi MBS 100 100 100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 38




Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang
kinerjanya belum mencapai target sampai dengan tahun 2022, yaitu Angka Partisipasi
Murni (APM) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, Rasio Guru per Murid SD; dan Rasio Guru
Per Murid SMP. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator
tersebut adalah masyarakat belum paham tentang pentingnya pendidikan anak usia
dini bagi tumbuh kembang anak, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi.

Realisasi penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2020-
2023, disajikan dalam tabel 2.23 berikut :
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Tabel 2.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Tahun 2020 — 2022

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi dan

Tahun Anggaran Tahun
Uraian
N N N N N N N N N
o o o o o o o o o
N N N N N N N N N
o = N o = N o = N
1) (©) (4) (6) ) 9) (10)
IN U1 o w il w1 [o0] © ©
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o © w 0 ) © W N w
: (o) = Q ~ o S o w N
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Pemerintah Daerah Kab/Kota by & 3 3 3 >
N o oo - Ul ~
o = o w1
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i | S 3 | : 3 | & 3
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penganggaran dan evaluasi S S e = o e
kinerja perangkat daerah S 8 S 3
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Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi dan

Tahun Anggaran Tahun
Uraian

N N N N N N N N N

o o o o o o o o o

N N N N N N N N N
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Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi dan

Tahun Anggaran Tahun
Uraian
N N N N N N N N N
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Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun
Tahun Anggaran Tahun
Uraian
N N N N N N N N N
o o o o o o o o o
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Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi dan

Tahun Anggaran Tahun
Uraian
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Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi dan

Tahun Anggaran Tahun
Uraian
N N N N N N N N N
o o o o o o o o o
N N N N N N N N N
o = N o = N o = N
1) (©) (4) (6) ) 9) (10)
N 00 00 = [} (o] » © O
& & & 3 S © o o >
o 3 R 2 2 ] & N B
o © .4= N N o
Total 3 3 S IS 3 o
w (5] ) = (<)} o]
v o o n w o
[+)] H ~ H [=] ey
w o) =] o N (-}

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022
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Dari tabel 2.24, terlihat bahwa pada pada 2020, terlihat pada Program
Pengelolaan Pendidikan, rasio antara realisasi dan pagu anggaran hanya
60.96 %. Hal ini terjadi karena penyerapan dana BOS pada jenjang SD dan
SMP masih jauh dari harapan. Keadaan ini terjadi pula pada penyerapan dana
BOP pada jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal.

Pada tahun 2021, masih terdapat pula anggaran pada beberapa program yang
tidak terealisasi secara optimal. Hal ini terjadi pada program Pendidikan
Nonformal, program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
dan program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Hal ini terjadi dikarenakan
kesiapan sumberdaya manusia yang mengelola program ini kurang
dipersiapkan dengan baik.

Pada tahun 2022, pada program Pendidikan Nonformal dan program
Manajemen Pelayanan Pendidikan juga terjadi penyerapan realisasi anggaran
yang tidak optimal. Hal ini terjadi karena kesalahan prosedur dan terlambatnya

pengelola program tersebut melaksanakan kegiatan.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat
hingga tahun 2022 sudah menunjukkan keberhasilan. Namun demikian, masih
dijumpai beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan sekaligus
peluang untuk pengembangan pelayanan. Metode yang digunakan dalam
perumusan tantangan dan peluang yaitu dengan melakukan analisis faktor
ekternal yag berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pendidikan, dengan
memperhatikan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pendidikan, dan
Renstra Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan hasil
telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan pada
lima tahun mendatang. Perincian hasil analisis tantangan dan peluang Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.6.1 Tantangan
Tantangan yang dihadapi terkait dengan pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan penerapan merdeka belajar pada pendidikan dasar terkait
dengan adanya asesmen nasional belum terpahami dengan baik;
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b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memerlukan strategi
tertentu dan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja;

c. Fleksibilitas anggaran dana pemerintah untuk pendidikan relatif terbatas;

d. Kondisi geografis wilayah yang luas mempengaruhi persebaran kualitas
pendidikan yang kurang merata;

e. Sistem tata kelola pendidikan belum terhandalkan dalam menjamin
terselenggaranya layanan pendidikan yang prima;

2.6.2 Peluang

a. Adanya program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dari
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

b. Adanya regulasi yang mendorong upaya pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar menjadi kewajiban
pemerintah maupun pemerintah daerah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 5 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

d. Perkembangan teknologi informasi pendidikan bagi masyarakat;

e. Adanya ketentuan tentang minimal 20 persen Alokasi Anggaran untuk
bidang pendidikan;

f. Adanya peraturan perundangan yang mengikat berupa Undang-Undang
no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

g. Adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan;

h. Adanya pertumbuhan Ekonomi Daerah menuju arah positif;

i. Alokasi dana desa yang besar dan dapat membantu pengembangan
Pendidikan di tingkat desa/kelurahan;
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Mengurai dan mengidentifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam
penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu strategis
merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen
Renstra, karena analisis isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas
program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran
tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena
pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi
masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah
kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat
kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena
itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap
berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu strategis.

Isu-isu  strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan
pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki
pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang
dianalisis berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu sesuai tugas dan fungsi perangkat
daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit
dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan
konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana

Pembangunan Pendidikan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Metode yang digunakan untuk merumuskan permasalahan Dinas Pendidikan
adalah dengan menganalisis kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi
yang diharapkan mendasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil
identifikasi permasalahan layanan pendidikan di Kabupaten Grobogan adalah

sebagai berikut :

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 48



Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan

MASALAH
No POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1. | Pelayanan . Masih banyak pendidik dan 1. Minimnya Bimbingan
pembelajaran tenaga kependidikan yang belum teknis tentang
bermutu yang kompeten dalam melaksanakan peningkatan kompetensi
mudah diakses tugas; dan penguasaan

belum dapat
diwujudkan
secara
maksimal

. Kondisi sarana dan prasarana

yang dimiliki satuan pendidikan
belum sepenuhnya memadai
untuk proses pembelajaran;

. Alat peraga edukatif/ APE

Outdoor dan mebelair serta
peralatan penunjang informasi
dan teknologi pada jenjang
TK/SD/SMP masih kurang;

. Masih terdapat pendidik dan

tenaga kependidikan yang belum
memenuhi kualifikasi SI/D 1V;

. Jumlah pendidik dan tenaga

kependidikan yang masih
kurang;

. Ketersediaan akses layanan

pendidikan belum bisa dijangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat
terutama pada PAUD dan Non
Formal;

. Pada beberapa kecamatan

3.

Informasi dan Teknologi
secara berkelanjutan;

Masih terdapat satuan
pendidikan dengan ruang
kelas belum sesuai

dengan Standar Nasional
Pendidikan/SNP

(jumlahnya kurang dan
sebagian ada yang rusak

sedang/berat);
Ketersediaan alat peraga
edukatif, mebelair dan

alat penunjang Teknologi
informasi masih kurang di
beberapa satuan
pendidikan;

Belum optimalnya fasiltasi
pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualifikasi
pendidik untuk memenuhi
kualifikasi SI/D IV;

masih ditemukan Anak Tidak 4. Kuota perekrutan

Sekolah dan/atau Anak Putus pendidik dan tenaga

Sekolah; kependidikan belum

. Pertumbuhan angka Rata-rata sesuai kebutuhan riil di

Lama Sekolah (RLS) dan Angka lapangan;

Harapan Lama Sekolah (HLS) 5. Belum di semua Desa /

belum signifikan; Kecamatan terdapat

. Tata kelola penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan
pendidikan yang belum maksimal Kesetaraan;

7. Belum tersedianya dana

Bantuan Operasional
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No

MASALAH
POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

Sekolah Daerah (BOSDA)
dan Pendidikan Gratis

jenjang Pendidikan
Dasar;
. Implementasi gerakan

Wajib Belajar Sembilan

disosialisasikan bagi
seluruh masyarakat;
9. Belum terbangun sistem

penyelenggaraan
pendidikan  sepenuhnya
didukung dengan sistem
teknologi informasi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.2.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dan Misi dalam RPJMD

merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalolan atau masa
kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada
dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap
kondisi, potensi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Grobogan. Kepala
Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di

Kabupaten Grobogan dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang
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berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang
dimiliki.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang
menjadi isu strategis daerah dan akan dituntaskan dalam pembangunan
Kabupaten Grobogan yakni: (1) menumbuhkan dan menguatkan potensi
ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal; (2) Menguatkan kualitas
sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri; (3)
pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan peningkatan
konektivitas wilayah; (4) mempertahankan kualitas lingkungan hidup ditengah
modernisasi pembangunan; (5) memperkuat upaya pencapaian reformasi
birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern,
serta menjaga kondusifitas wilayah. Dari berbagai isu strategis tersebut
maka dapat dirumuskan pokok visi pembangunan jangka menengah
Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 sebagai berikut.

VISI:
“TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA,
BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”
Dalam rumusan ini terkandung satu pokok visi yakni “Lebih sejahtera”.
Lebih sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik
lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan,

kesehatan, rasa aman dan tenteram)

3.2.2 Misi Pembangunan Daerah
Misi pembangunan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Kabupaten Grobogan
yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
ditempuh untuk mencapai visi.
Dari rumusan visi yang telah dipaparkan di atas, dijabarkan dalam misi
pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
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2. Membangun infrastruktur daerah yang merata dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan dan resiko bancana;

3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara

merata, berkualitas dan berdaya saing;

4. Memperkuat

reformasi

pemerintahan yang baik;

5. Memperkuat

implementasi

kehidupan masyarakat;

birokrasi

nilai-nilai

dan

meningkatkan

tata kelola

keimanan dan budaya dalam

Terjemahan visi misi Daerah ke dalam Renstra Pendidikan lebih berfokus

pada misi 1 dan 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang

berdaya saing dan Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi

Kabupaten Grobogan dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Grobogan Periode 2021-2026

I\Sﬂziazia/r;irrl:juan / No | Permasalahan Faktor
Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
MISI 1 : 1. PAUD

Meningkatkan
kualitas Sumber
Daya Manusia
yang berdaya
saing

Tujuan:
Meningkatkan
masyarakat
yang cerdas,
sehat, berdaya
saing

dan

berkeadilan
Sasaran:
Meningkatnya
masyarakat yang
memiliki daya
saing pendidikan

Rendahnya angka
partisipasi PAUD

Masyarakat belum
paham tentang
pentingnya
pendidikan anak
usia dini bagi
tumbuh kembang
anak.

Adanya organisasi
BUNDA PAUD yang
berpeluang
melakukan
sosialisasi pada
masyarakat

Rendahnya
kualitas SDM
PAUD, dan
minimnya sarana
prasarana yang
dimiliki pengelola
PAUD

Sebagian besar
satuan PAUD
didirikan oleh
masyarakat
(swasta),
rekruitmen SDM
dilakukan oleh
pengelola
yayasan, kriteria
SDM tidak menjadi
dasar dalam

e Adanya regulasi
tentang standar
kualifikasi pendidik
dan tenaga
kependidikan
PAUD.

e Tersedia dana
untuk
pengembangan
tenaga pendidik
PAUD
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Misi / Tujuan /
Sasaran

Belum optimalnya
pemenuhan sarana

Ketersediaan
anggaran melalui

Permasalahan Faktor
No
Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
rekruitmen. e Tersedia bantuan /
Sarana prasarana | hibah sarpras
pendidikan PAUD
cenderung
seadanya
Prosentase PAUD | Anggaran Badan Akreditasi
terakreditasi masih | pelaksanaan Provinsi
minim akreditasi malalui | memberikan kuota
dana APBD akreditasi satuan
terbatas. pendidikan di
Kab/Kota melalui
APBN
2. Pendidikan Dasar

e Adanya program
DAK fisik dari
Pemerintah Pusat

prasarana sekolah | APBD terbatas
seperti ruang kelas, untuk satuan
laboratorium pendidikan setiap
’ tahun;
Perpustakaan, e Peran serta
ruang guru, UKS, masyarakat untuk
dan sanitasi pengembangan
sekolah melalui
Komite Sekolah
sangat tinggi
Pencapaian nilai Belum e Adanya Peraturan
UJIAN/AKM/PISA | maksimalnya Menteri Pendidikan
belum mencapai | layanan dan Kebudayan
rata-rata nasional | pembelajaran oleh tentang Standar lsi,
L Standar Proses,
pendidik d Standar Penilaian
sekolah

dan Standar
Kompetensi
Lulusan

Rendahnya tingkat
pengamalan nilai-
nilai Pancasila oleh
peserta didik

o Tidak terpahami
dengan baik
oleh pendidik
tentang
integrasi
pengamalan
nilai-nilai
Pancasila dalam
materi pelajaran

e Kurangnya
pengawasan
oleh sekolah

Adanya kebijakan
Nasional tentang
implementasi
pendidikan karakter
di semua satuan
pendidikan
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Misi / Tujuan /
Sasaran

Ketersediaan
Pendidikan Non
Formal belum bisa
diakses oleh
seluruh masyarakat
sehingga belum
bisa berkontribusi
dalam
meningkatkan
Angka Rata-rata
Lama Sekolah dan
Angka Harapan
Lama Sekolah

e Belum semua
Kecamatan/desa
terdapat
Lembaga
Pendidikan Non
Formal

¢ Rendahnya
minat
masyarakat
untuk mengikuti
pendidikan non
formal

Permasalahan Faktor
No
Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
dalam
mengontrol
perilaku peserta
didik di sekolah
Masih adanya Masih rendahnya |e Adanya Program
penduduk usia kesadaran Indonesia Pintar
sekolah yang tidak | masyarakat untuk dari Pemerintah
bersekolah dan / menyekolahkan Pusat
atau putus sekolah | anaknya karena  |e Adanya regulasi
faktor ekonomi pada juknis BOS
tentang prosentasi
alokasi dana BOS
untuk beasiswa
siswa tidak mampu
e Adanya Dana Desa
dari Pemerintah
Pusat untuk
beasiswa anak
sekolah
Kualitas pelayanan Minimnya diklat | ¢ Adanya Juknis
pembelajaran penguatan pemenuhan
belum maksimal kapasitas Standar
pendidik dan Pelayanan
tenaga Minimal oleh
kependidikan Pemerintah
dalam Daerah
pembelajaran e Tersedianya
anggaran untuk
diklat pendidik dan
tenaga
kependidikan
3. | Pendidikan Non Formal

Adanya kebijakan
Daerah Kabupaten
Grobogan untuk
meningkatkan
Angka Rata-rata
Lama Sekolah dan
Angka Harapan
Lama Sekolah

Masih rendahnya

Rendahnya

Tersedia dana untuk
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Misi / Tujuan /
Sasaran

No

Permasalahan Faktor
Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
lembaga kursus kesadaran sosialisasi

yang berijin dan
terakreditasi

pengelola kursus
tentaang legalitas
lembaga yang
dimiliki

peningkatan mutu
dan pengelolaan
lembaga Pendidikan
non formal melalui
APBD

penyelenggaraan
pendidikan melalui
Manajemen
Berbasis Sekolah
dengan teknologi
informasi belum
optimal

Sumber Daya
Manusia unggul
pada pengelola
pendidikan

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik Kuota penerimaan | e Adanya kebijakan
dan Tenaga pendidik dan pengangkatan
Kependidikan tenaga pendidik melalui
kurang kependidikan tidak | program P3K
sesuai jumlah e Tersedia dana
kebutuhan untuk
pengangkatan
guru K2 melalui
mekanisme honor
daerah
Standar kualifikasi Banyak pendidik Adanya regulasi
pendidik dan yang belum tentang standar
tenaga S1/D IV kualifikasi pendidik
kependidikan dan tenaga
belum terpenuhi kependidikan
Belum semua Kuota peserta Adanya kebijakan
pendidik sertifikasi guru Pemerintah Pusat
profesional dalam | yang diberikan tentang pemberian
bidangnya oleh Kementerian | Tunjangan Profesi
Pendidikan dan Guru bagi guru yang
Kebudayaan sudah profesional
terbatas.
5. Tata kelola Terbatasnya Dukungan kuat

stakeholder untuk
memperkuat tata
kelola
penyelenggaraan
pendidikan di
Grobogan

3.3 Telaah Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Landasan pembangunan pendidikan di

Indonesia diturunkan dari visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian,

berlandaskan Gotongroyong” dan misi yaitu NAWA CITA 1l yang menyebutkan
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bahwa “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,

menguasai ilmu pengetaahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama

industri dan talenta global” dicerminkan ke dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi landasan penyusunan

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Agenda pembangunan nasional yang terkait dengan pendidikan mencakup 1)

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 2) Revolusi mental

dan pembangunan kebudayaan.

Agenda pembangunan, arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi dan

misi pembangunan pendidikan tertuang dalam tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3

Agenda, arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional

Tahun 2020-2024

NO Agenda
Pembangunan

Arah Kebijakan

Strategi

1. Meningkatkan SDM
Berkualitas dan
Berdaya Saing

Meningkatkan
layanan pendidikan
yang berkualitas

1. Meningkatkan kualitas

pengajaran dan
pembelajaran;

. Peningkatan pemerataan

akses layanan
pendidikan di semua
jenjang dan percepatan
pelaksanaan Waijib
Belajar 12 Tahun;

. Peningkatan

profesionalisme,
kualitas, pengelolaan,
dan penempatan
pendidik dan tenaga
kependidikan yang
merata,;

. Penguatan penjaminan

mutu pendidikan untuk
meningkatkan
pemerataan kualitas
layanan antar satuan
pendidikan dan
antarwilayabh;

. Peningkatan tata kelola

pembangunan
pendidikan, strategi
pembiayaan, dan
peningkatan efektivitas
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memperkukuh
ketahanan budaya
bangsa dan
membentuk
mentalitas bangsa
yang maju,
modern, dan
berkarakter

NG Agenda Arah Kebijakan Strategi
Pembangunan
pemanfaatan anggaran
pendidikan;
Meningkatkan . Pendidikan dan
produktivitas dan pelatihan vokasi
daya saing berbasis kerja sama
industri;
. penguatan pendidikan
tinggi berkualitas
2. Revolusi Revolusi mental . Revolusi mental dalam
mental dan dan pembinaan sistem pendidikan untuk
pembangunan ideologi Pancasila memperkuat nilai
kebudayaan untuk integritas, etos kerja,

gotong royong, dan budi
pekerti;

. Revolusi mental dalam

tata kelola emerintahan
untuk penguatan budaya
birokrasi yang bersih,
melayani, dan responsif;

. pembinaan ideologi

Pancasila, pendidikan
kewargaan, wawasan
kebangsaan, dan bela
negara untuk
menumbuhkan jiwa
nasionalisme dan
patriotisme

Meningkatkan
pemajuan dan
Pelestarian
kebudayaan untuk
memperkuat
karakter dan
memperteguh jati
diri bangsa,
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat, dan
mempengaruhi
arah perkembangan
peradaban dunia

. Revitalisasi dan

aktualisasi nilai budaya
dan kearifan lokal untuk
menumbuhkan
semangat kekeluargaan,
musyawarah,
gotongroyong, dan kerja
sama antarwarga,

. Pengembangan dan

pemanfaatan kekayaan
budaya untuk
memperkuat karakter
bangsa dan
kesejahteraan rakyat;

. Pelindungan hak

kebudayaan dan
ekspresi budaya untuk
memperkuat
kebudayaan yang
inklusif;
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NO

Agenda
Pembangunan

Arah Kebijakan

Strategi

4. Pengembangan
diplomasi budaya untuk
memperkuat pengaruh
Indonesia dalam
perkembangan
peradaban dunia;

5. Pengembangan tata
kelola pembangunan

dan kreativitas

kebudayaan.
Peningkatan 1. Peningkatan budaya
literasi, inovasi, literasi;

2. pengembangan,
pembinaan, dan
pelindungan bahasa
Indonesia, bahasa dan
aksara daerah, serta
sastra;

3. penguatan institusi
sosial penggerak literasi
dan inovasi

Sedangkan tujuan, sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah:

Tabel 3.4

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020-2024

No Tujuan (T) Sasaran Strategis (SS)

1. | Perluasan akses pendidikan | Meningkatnya pemerataan
bermutu bagi peserta didik yang | layanan pendidikan bermutu di
berkeadilan dan inklusif (T1) seluruh jenjang (SS1)

2. | Penguatan mutu dan relevansi | Meningkatnya kualitas
pendidikan yang berpusat pada | pembelajaran  dan relevansi
perkembangan peserta didik (T2) pendidikan di seluruh jenjang

(§S2)

3. | Pengembangan potensi peserta | Menguatnya karakter peserta
didik yang berkarakter (T3) didik (SS3)

4. | Pelestarian dan pemajuan budaya, | Meningkatnya pemajuan dan
bahasa dan sastra serta pengarus- | pelestarian bahasa dan
utamaannya dalam pendidikan (T4) | Kebudayaan (SS4)

5. | Penguatan sistem tata kelola | Menguatnya tata kelola
pendidikan dan kebudayaan yang | pendidikan dan kebudayaan yang
partisipatif, transparan, dan | partisipatif, transparan, dan
akuntabel (T5) akuntabel (SS5)
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Indikator masing sasaran strategis (SS) dapat dilihat dalam tabel 3.5 di bawah:

Tabel 3.5

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemeterian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2019-2024

Kode

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

SS1

Meningkatnya
pemerataan layanan
pendidikan bermutu di
seluruh jenjang

IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun

IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/ M1/ SDLB/
Sederajat

IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat

IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA/SMK/MA/SMLB/
Sederajat

IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar
(APK) Perguruan Tinggi

S2

Meningkatnya kualitas
pembelajaran dan
relevansi pendidikan di
seluruh jenjang

IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat
pencapaian
perkembangan anak (5-6
tahun)

IKSS 2.2 Persentase siswa dengan
nilai Asesmen Kompetensi
(Literasi) memenuhi
kompetensi minimum

IKSS 2.3 Persentase siswa dengan
nilai Asesmen Kompetensi
(Numerasi) memenuhi
kompetensi minimum

IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA:
Membaca

IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA:
Matematika

IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA:
Sains

IKSS 2.7 Persentase lulusan
pendidikan vokasi yang
mendapatkan pekerjaan
dalam 1 tahun setelah
kelulusan
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Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

IKSS 2.8 Persentase luiusan PT
yang langsung bekerja
dalam jangka waktu 1
tahun setelah kelulusan

IKSS 2.9 Persentase guru dan
tenaga kependidikan
profesional

IKSS 2.10 Persentase guru-guru
kejuruan SMK yang
mempunyai pengalaman
kerja di industri atau
sertifikasi kompetensi
yang diakui oleh industri

IKSS 2.11 Persentase dosen yang
memiliki pengalarnan
bekerja atau tersertilikasi
di industri

Kode Sasaran Strategis

SS3 Menguatnya karakter IKSS 3.1 Persentase satuan

peserta didik pendidikan yang memiliki
lingkungan kondusif dalam
pembangunan karakter

IKSS 3.2 Persentase tingkat
pengamalan nilai-nilai
Pancasila

IKSS 3.3 Persentase tingkat
pemahaman konsep
Merdeka Belalar

SS4 Meningkatnya pemajuan | IKSS 4.1 Rata rata skor kemahiran

dan pelestarian bahasa berbahasa Indonesia

dan Kebudayaan IKSS 4.2 Jumlah penutur muda
bahasa daerah

IKSS 2.3 Indeks Pembangunan

Kebudayaan
SS5 Menguatnya tata kelola IKSS 5.1 Opini laporan keuangan
pendidikan dan Kemendikbud
kebudayaan yang IKSS 5.2 Indeks efektifitas
partisipatif, transparan, pengelolaan Dana Alokasi
dan akuntabel Khusus bidang pendidikan

dan kebudayaan

IKSS 5.3 Indeks kepuasan
pemangku kepentingan
Kemendikbud

IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi
Kemendikbud
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Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan

sasaran strategis Renstra Kementerian Pendidikan beserta faktor penghambat

dan pendorongnya dapat disajikan pada tabel 3.6 di bawah.

Tabel 3.6
Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2019-2024 Kaitannya dengan Permasalahan Pelayanan Pendidikan

Kabupaten Grobogan

Permasalahan

prasarana yang
dimiliki

rekruitmen SDM
dilakukan oleh

No Pendidikan
RS Kabupaten
Kemdikbud Penghambat Pendorong
Grobogan
1 | Meningkatnya Rendahnya Masyarakat Adanya
pemerataan angka belum paham organisasi
layanan partisipasi tentang BUNDA PAUD
pendidikan PAUD pentingnya yang berpeluang
bermutu di pendidikan anak | melakukan
seluruh jenjang usia dini bagi sosialisasi pada
tumbuh masyarakat
kembang anak.
Rendahnya Sebagian besar |e Adanya regulasi
kualitas SDM satuan PAUD tentang standar
PAUD, dan didirikan oleh kualifikasi
minimnya masyarakat pendidik dan
sarana (swasta), tenaga

kependidikan
PAUD.

pengelola pengelola ¢ Tersedia dana
PAUD yayasan, kriteria untuk
SDM tidak pengembangan
menjadi dasar tenaga pendidik
dalam PAUD
rekruitmen. e Tersedia
Sarana bantuan / hibah
prasarana sarpras PAUD
pendidikan
cenderung
seadanya
Prosentase Anggaran Badan Akreditasi
PAUD pelaksanaan Provinsi
terakreditasi akreditasi memberikan
masih minim malalui dana kuota akreditasi
APBD terbatas. satuan

pendidikan di
Kab/Kota melalui
APBN
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No

Sasaran
Strategis
Renstra
Kemdikbud

Permasalahan

Pelayanan Faktor
Pendidikan
Kabupaten Penghambat Pendorong
Grobogan
Belum Ketersediaan e Adanya program
optimalnya anggaran melalui | DAK fisik dari
pemenuhan APBD terbatas Pemerintah
sarana Pusat untuk
rasarana satuan
P _ pendidikan
sekolah seperti setiap tahun;
ruang kelas, e Peran serta
laboratorium, masyarakat
Perpustakaan, untuk
ruang guru, pengembangan
UKS. dan sekolah melalui
o Komite Sekolah
sanitasi

sangat tinggi

Masih adanya
penduduk usia
sekolah yang
tidak
bersekolah dan
[ atau putus
sekolah

Masih rendahnya
kesadaran
masyarakat
untuk
menyekolahkan
anaknya karena
faktor ekonomi

e Adanya Program

Indonesia Pintar
dari Pemerintah
Pusat

e Adanya regulasi

pada juknis BOS
tentang
prosentasi
alokasi dana
BOS untuk
beasiswa siswa
tidak mampu

e Adanya Dana

Desa dari
Pemerintah
Pusat untuk
beasiswa anak

sekolah
Ketersediaan e Belum semua | Adanya kebijakan
Pendidikan Kecamatan/des | Daerah
Non Formal a terdapat Kabupaten
belum bisa Lembaga Grobogan untuk
diakses oleh Pendidikan meningkatkan
seluruh Non Formal Angka Rata-rata
masyarakat e Rendahnya Lama Sekolah
sehingga minat dan Angka
belum bisa masyarakat Harapan Lama
berkontribusi untuk mengikuti | Sekolah

dalam
meningkatkan

pendidikan non
formal
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Permasalahan

mencapai rata-

oleh pendidik di

Sasaran Pelayanan Faktor
No SEEE Pendidikan
NS Kabupaten
Kemdikbud Penghambat Pendorong
Grobogan
Angka Rata-
rata Lama
Sekolah dan
Angka Harapan
Lama Sekolah
Masih Rendahnya Tersedia dana
rendahnya kesadaran untuk sosialisasi
lembaga pengelola peningkatan mutu
kursus yang kursus dan pengelolaan
berijin dan tentaang lembaga
terakreditasi legalitas Pendidikan non
lembaga yang | formal melalui
dimiliki APBD
2 | Meningkatnya Kualitas Minimnya diklat | ¢ Adanya Juknis
kualitas pelayanan penguatan pemenuhan
pembelajaran pembelajaran kapasitas Standar
dan relevansi belum pendidik dan Pelayanan
pendidikan di maksimal tenaga Minimal oleh
seluruh jenjang kependidikan Pemerintah
dalam Daerah
pembelajaran | e Tersedianya
anggaran untuk
diklat pendidik
dan tenaga
kependidikan
Pencapaian Belum e Adanya
nilai UJIAN/ maksimalnya Permendikbud
AKM/PISA layanan tentang Standar
belum pembelajaran | !SI Standar

Proses, Standar
Penilaian dan

rata nasional sekolah Standar
Kompetensi
Lulusan
Jumlah Kuota e Adanya
Pendidik dan penerimaan kebijakan
Tenaga pendidik dan pengangkatan
Kependidikan tenaga pendidik melalui
kurang kependidikan program P3K
tidak sesuai e Tersedia dana
jumlah untuk
kebutuhan pengangkatan
guru K2 melalui
mekanisme
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Permasalahan

SIS Pelayanan Faktor
No SEEE Pendidikan
Renstra Kabupaten
Kemdikbud Penghambat Pendorong
Grobogan
honor daerah
Standar Banyak Adanya regulasi
kualifikasi pendidik yang tentang standar
pendidik dan belum S1/D IV | kualifikasi
tenaga pendidik dan
kependidikan tenaga
belum kependidikan
terpenuhi
Belum semua Kuota peserta | Adanya kebijakan
pendidik sertifikasi guru | Pemerintah Pusat
profesional yang diberikan | tentang
dalam oleh pemberian
bidangnya Kementerian Tunjangan
Pendidikan dan | Profesi Guru bagi
Kebudayaan guru yang sudah
terbatas. profesional
3 | Menguatnya Rendahnya e Tidak Adanya kebijakan
karakter peserta | tingkat terpahami Nasional tentang
didik pengamalan dengan baik implementasi
nilai-nilai oleh pendidik | pendidikan
Pancasila oleh tentang karakter di semua
peserta didik integrasi satuan
pengamalan pendidikan
nilai-nilai
Pancasila
dalam materi
pelajaran
e Kurangnya
pengawasan
oleh sekolah
dalam
mengontrol
perilaku
peserta didik
di sekolah
5 | Menguatnya tata | Tata kelola Terbatasnya Dukungan kuat
kelola pendidikan | penyelenggara | SDM unggul stakeholder untuk
dan kebudayaan | an pendidikan | pada pengelola memperkuat tata
yang partisipatif, | melalui MBS pendidikan kelola
transparan, dan | dengan IT penyelenggaraan
akuntabel belum optimal pendidikan di
Grobogan
Indeks Lemahnya SDM | Adanya regulasi
kepuasan pengelola tentang Standar
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No

Permasalahan
SS asarar Pelayanan Faktor
trategis -
Pendidikan
Renstra Kabupaten
Kemdikbud p Penghambat Pendorong
Grobogan
masyarakat pelayanan Pelayanan
terhadap pendidikan Pendidikan dan
layanan Standar
pendidikan Pelayanan Publik
belum
muaskan.

3.4 Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

2018-2023

3.4.1 Visi dan Misi

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan
Berdikari “Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi di atas, ditempuh melalui beberapa misi. Salah satu misi
yang terkait dengan pendidikan adalah Misi 4, yaitu Menjadikan Rakyat Jawa

Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3.4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan

setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi. Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2019-2023. Tujuan dan Sasaran

dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Sasaran : Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan
potensi siswa, distribusi guru yang merata dan pemenuhan
sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan

dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat
diidentifikasi

berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

permasalahan pelayanan Dinas Kabupaten Grobogan

beserta faktor penghambat dan pendorongnya, seperti dapat dilihat pada
tabel 3.7 dibawah ini:

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026

Hal. 65



Tabel 3.7

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Kaitannya dengan Permasalahan Pelayanan
Pendidikan Kabupaten Grobogan

Sasaran Jangka Perrrllasalahan Sebagai Faktor
Menengah Renstra Pe ayanan
N Dinas Pendidikan HETEICIET
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Penghambat | Pendorong
Grobogan
1. Meningkatkan layanan | Prosentase Anggaran Badan
pendidikan PAUD pelaksanaan | Akreditasi
berkualitas, terakreditasi akreditasi Provinsi
pembinaan potensi masih minim malalui dana | memberikan
siswa, distribusi guru APBD kuota
yang merata dan terbatas. akreditasi
pemenuhan sarana satuan
prasarana yang pendidikan di
memadai serta Kab/Kota
standarisasi lulusan melalui APBN
dengan dinamika Belum Ketersedia- |e Adanya
kebutuhan pasar optimalnya an anggaran | program
kerja. pemenuhan melalui DAK fisik
sarana APBD dari
prasarana terbatas Pemerintah
sekolah seperti Pusat untuk
ruang kelas, satuan
laboratorium, pendidikan
Perpustakaan, setiap tahun;
ruang guru, e Peran serta
UKS,  dan masyarakat
sanitasi untuk
pengemban
gan sekolah
melalui
Komite
Sekolah
sangat tinggi
Masih adanya | Masih e Adanya
penduduk usia | rendahnya Program
sekolah yang | kesadaran Indonesia
tidak masyarakat Pintar dari
bersekolah dan | untuk Pemerintah
[/ atau putus | menyekolah Pusat
sekolah kan anaknya |e Adanya
karena faktor | regulasi
ekonomi pada juknis
BOS tentang
prosentasi
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Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor

No| Menengah Rensta | FESELEE
DIES PR EIEN Kabupaten Penghambat | Pendoron
Provinsi Jawa Tengah b ghamba endorong
Grobogan
alokasi dana
BOS untuk
beasiswa
siswa tidak
mampu
e Adanya
Dana Desa
dari
Pemerintah
Pusat untuk
beasiswa
anak
sekolah
Ketersediaan e Belum Adanya
Pendidikan semua kebijakan
Non Formal | Kecamata | Daerah
belum bisa | n/desa Kabupaten
diakses  oleh | terdapat Grobogan
seluruh Lembaga | untuk
masyarakat Pendidikan | meningkatkan
sehingga Non Angka Rata-
belum bisa| Formal rata Lama
berkontribusi e Rendahny | Sekolah dan
dalam a minat Angka
meningkatkan masyaraka | Harapan
Angka Rata-| tuntuk Lama
rata Lama | mengikuti | Sekolah
Sekolah dan pendidikan
Angka non formal
Harapan Lama
Sekolah
Masih Rendahnya | Tersedia
rendahnya kesadaran dana untuk
lembaga pengelola sosialisasi
kursus  yang | kursus peningkatan
berijin dan | tentaang mutu dan
terakreditasi legalitas pengelolaan
lembaga lembaga
yang dimiliki | Pendidikan
non formal
melalui APBD
Kualitas Minimnya e Adanya
pelayanan diklat Juknis
pembelajaran penguatan pemenuhan
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Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor

No| Menengah Rensta | FESELEE
DI [PEoIEN S Kabupaten Penghambat | Pendoron
Provinsi Jawa Tengah P ghamba enhdorong
Grobogan
belum kapasitas Standar
maksimal pendidik dan | Pelayanan
tenaga Minimal oleh
kependidi- Pemerintah
kan dalam Daerah
pembelaja- |e Tersedianya
ran anggaran
untuk diklat
pendidik dan
tenaga
kependidi-
kan
Pencapaian Belum e Adanya
nilai UJIAN/ | maksimalnya | Permendik-
AKM/PISA layanan bud tentang
belum pembelajara | Standar Isi,
mencapai rata- | n oleh Standar
rata nasional pendidik di Proses,
sekolah Standar
Penilaian
dan Standar
Kompetensi
Lulusan
Jumlah Kuota e Adanya
Pendidik dan | penerimaan kebijakan
Tenaga pendidik dan pengangkat
Kependidikan | tenaga an pendidik
kurang kependidika melalui
n tidak program
sesuai P3K
jumlah e Tersedia
kebutuhan dana untuk
pengangkat
an guru K2
melalui
mekanisme
honor
daerah
Standar Banyak Adanya
kualifikasi pendidik regulasi
pendidik dan| yang tentang
tenaga belum standar
kependidikan S1/D IV kualifikasi
belum pendidik dan
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Sasaran Jangka PRSI EELT Sebagai Faktor
Pelayanan
Menengah Renstra -
No ; - Pendidikan
DIES PR EIEN Kabupaten Penghambat | Pendoron
Provinsi Jawa Tengah P 9 9
Grobogan
terpenuhi tenaga
kependidikan
Belum semua | Kuota Adanya
pendidik peserta kebijakan
profesional sertifikasi Pemerintah
dalam guru  yang | Pusat tentang
bidangnya diberikan pemberian
oleh Tunjangan
Kementerian | Profesi Guru
Pendidikan | bagi guru
dan yang sudah
Kebudayaan | profesional
terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
pemerintah Provinsi hanya mengelola dan menyelenggarakan pendidikan
menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) dan

pendidikan luar biasa.

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
Telaah rencana tata ruang wilayah pada rencana strategis ditujukan untuk
mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan
pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Telaah ini mengacu pada
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa misi penataan
ruang wilayah Kabupaten Grobogan diarahkan untuk membangun infrastruktur
daerah yang merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko
bencana.
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan
kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan

sasaran.
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a. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah;

b. Meningkatnya kualitas lingkungan;

c. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.

Dengan mengacu pada Misi, Tujuan dan Sasaran rencana tata ruang wilayah

Kabupaten Grobogan dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan.

Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Berdasarkan Telaah RTRW Kabupaten Grobogan

Kebijakan RTRW | ©ermasalanan Faktor
Pelayanan
No Kabupaten Dinas senahambat bend
Grobogan Pendidikan enghamba endorong
1. | Meningkatnya e Belum Ketersediaan |e Adanya
kualitas infrastruktur seluruhnya anggaran program DAK
sesuai dengan infrastruktur melalui APBD | fisik lengkap
rencana tata ruang | sarana terbatas dengan
wilayah prasarana juknisnya dari
pendidikan Pemerintah
memenuhi Pusat untuk
tata ruang satuan
wilayah pendidikan
e Belum setiap tahun;
terpenuhinya ¢ Peran serta
kualitas masyarakat
infrastruktur untuk
pendidikan di pengembanga
semua n sekolah
Satuan melalui Komite
Pendidikan Sekolah
sangat tinggi
2. | Meningkatnya Belum semua | e Minimnya e Secara
kualitas lingkungan | Satuan kemampuan regulasi
Pendidikan Kepala dimungkinkan
mampu Satuan dilaksanakan
menciptakan Pendidikan pelatihan
sekolah tentang kompetensi
ramah Kompetensi Kepala
lingkungan tugas Sekolah
melalui manajemen
Program sekolah e Secara
Adiwiyata e Minimnya regulasi
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Kebijakan RTRW | ©ermasalanan Faktor
Pelayanan
No Kabupaten Dinas benahambat bend
Grobogan Pendidikan enghamba enadorong
daya dukung| dimungkinkan
masyarakat pelibatan
dalam masyarakat
mewujudkan untuk
sekolah berperan serta
Adiwiyata dalam
penyelenggar
aan
pendidikan
3. | Meningkatnya Minimnya Kurangnya Dimungkin-kan
kemampuan daerah | sosialisasi kerjasama adanya
dalam bagi seluruh | dengan kerjasama
penanggulangan warga Satuan | stakeholder dengan
bencana Pendidikan pendidikan stakeholder
dalam yang pendidikan
penanggulang | membidangi yang
an bencana masalah membidangi
kebencanaan | masalah
kebencanaan
3.5.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan
Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat
sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah
daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan
permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Grobogan dalam penyusunan KRP berupa RPJMD Kabupaten
Grobogan Tahun 2021-2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai
dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang
berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan

dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan
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pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Grobogan juga perlu dikaji yang
berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dilakukan
dengan partispasi para stakeholders meliputi Perangkat Daerah (PD)
Pemerintah Kabupaten Grobogan, masyarakat dan akademisi. Hasil KLHS
RPJMD vyang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para
Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal
diantaranya adalah kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan
hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya
dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas
lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan
manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya
dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan
pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan
daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Grobogan tetapi
masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di
Kabupaten Grobogan. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa
pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga
berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap
air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung
lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat
mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup
merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.

Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan
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diantaranya pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya

jumlah limbah serta sampah.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda
nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan, maka isu strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah belum optimalnya kuantitas
dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan

Nonformal/Kesetaraan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Grobogan 2021-
2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan yang akan
dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“‘Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan”
Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi (1) Kabupaten
Grobogan Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Meningkatkan masyarakat yang
cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan” pada sasaran ke-1.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan, maka
ditetapkan indikator tujuan meliputi: (1) Angka Rata-rata Lama Sekolah; dan (2)
Angka Harapan Lama Sekolah.

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat
pendidikan masyarakat diukur melalui Angka Rata—rata Lama Sekolah (RLS)

dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan
oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam
kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan
penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah
penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun)
yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah
pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah

per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke
atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam
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bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh

setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 telah
mencapai 12,30 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 6,91 tahun. Angka tersebut
menunjukkan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Grobogan telah

menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (mendekati kelas | SMP).

4.2 Sasaran

Sasaran dirumuskan untuk memandu dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, yaitu

1. Meningkatnya aksesbilitas dan mutu layanan pendidikan di semua
jalur dan jenjang pendidikan;

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta
pengawasan Dinas Pendidikan

Tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah:
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

For_mula Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
Indikator ondist Awa Tahun Ke-
Indikator (Indikator Kondisi
Isu Strategis Tujuan Sasaran Tujuan/ Tujuan) dan Satuan Akhir
Sasaran Sumber 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | RPJMD
Referensi
Indikator
1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13
Belum Meningkatkan Harapan ,
optimalnya masyarakat Lama PRy o Tahun | 12,30 | 1231|1232 | 12,33 | 1234 | 12,35 | 12,36 | 12,36
kualitas yang menmiliki Sekolah '
penyelenggara | daya saing Rata-rata 1 on
an pelayanan pendidikan Lama ; j=1X1 Tahun 6,91 6,94 6,97 7,00 7,04 7,07 7,10 7,10
j%i?g:]cgkan Meningkatnya | Angka Persentase pen
‘3 aksesbilitas Partisipasi duduk usia 5
pendidikan
o dan mutu Sekolah — 18 tahun yang
anak usia dini,
- layanan (APS) sekolah pad
pendidikan T .
dasar dan pendidikan di | Satuan a satuan PAUD,
o semua jalur Pendidikan SD, SMP, Non % 92.13 | 92.23 | 92.33 | 9243 | 9253 | 92.63 | 92.73 | 92.73
pendidikan S
kesetaraan. dan jenjang PAUD, SD, formal/kesetara
pendidikan. SMP dan n dibagi pendud
Nonformal/K | uk wusia5-18
esetaran tahun dikalikan
100
Rasio Jumlah satuan
Satuan Pendidikan
Pendidikan PAUD, SD,
Anak Usia SMP dan % 49.24 50.12 | 52.92 | 54.13 | 55.59 | 57.07 | 58.37 58.37
Dini, SD, Nonformal /
SMP dan kesetaraan
Nonformal / | terakreditasi
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Formula

Kondisi Awal

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran

Indikator Tahun Ke-
Indikator (Indikator Kondisi
Isu Strategis Tujuan Sasaran Tujuan/ Tujuan) dan Satuan Akhir
Sasaran Sumber 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | RPJMD
Referensi
Indikator
1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13
Kesetaraan minimal B dibagi
terakreditasi | seluruh satuan
Minimal B. Pendidikan
PAUD, SD,
SMP dan
Nonformal /
kesetaraan
dikalikan 100
Meningkat- | Skor Nilai Nilai SAKIP Skor (65) | (65) | (65) | (65) | (65) | (65) (65)
nya SAKIP B B B B B B B
akuntabilitas
kinerja dan Nilai Indek | Indek Indeks 82 85 88 90 93 95 95
keuangan Kepuasan Kepuasan
serta Masyarakat | Masyarakat
pengawasan
Dinas
Pendidikan
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STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan

Kabupaten Grobogan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan periode Tahun

2021-2026 dirumuskan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang

ada pada RPIJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian

kinerja Dinas Pendidikan sampai Tahun 2020.
Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 disusun untuk

memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaran pendidikan di Kabupaten

Grobogan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan periode Tahun 2021-2026

terangkum dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan
Periode Tahun 2021-2026

Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, Berdaya Saing,

Visi Beriman dan Berbudaya
Misi 1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya | Meningkatnya | Meningkatkan akses | Perluasan dan
masyarakat aksesbilitas PAUD pemerataan layanan
yang memiliki | dan mutu PAUD
daya saing | layanan Penguatan lembaga
pendidikan pendidikan di PAUD dengan
semua jalur penyediaan sarana
dan  jenjang prasarana yang
pendidikan berkualitas
Pemenuhan hak | Perluasan dan
terhadap pelayanan | pemerataan layanan
pendidikan  Sekolah | Sekolah Dasar
Dasar yang | berkualitas
berkualitas Pemenuhan sarana
prasarana dan
penguatan
pembelajaran  Sekolah
Dasar
Pemenuhan hak | Perluasan dan
terhadap pelayanan | pemerataan layanan
pendidikan  Sekolah | Sekolah Menengah
Menengah Pertama | Pertama berkualitas
yang berkualitas Pemenuhan sarana
prasarana dan
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Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, Berdaya Saing,

Visi .
Beriman dan Berbudaya
Misi 1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
penguatan

pembelajaran  Sekolah
Menengah Pertama

Meningkatkan Perluasan dan

Pelayanan Pendidikan | pemerataan layanan

Nonformal/Kesetara- | Pendidikan

an Nonformal/Kesetaraan
berkualitas
Pemenuhan sarana
prasarana dan
penguatan
pembelajaran
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Pemenuhan jumlah | Pengadaan guru dan
dan kualifikasi guru | peningkatan kualifikasi

berpendidikan guru berpendidikan
minimal S1/DIV  di | minimal S1/DIV
semua jenjang

pendidikan

Penyediaan  sistem | Meningkatkan capaian 8
tata kelola yang | (delapan) Standar

handal dalam | Nasional Pendidikan
menjamin (SNP)
terselenggaranya

layanan prima

pendidikan  jenjang

SD

Penyediaan sistem Meningkatkan capaian 8
tata kelola yang (delapan) Standar
handal dalam Nasional Pendidikan
menjamin (SNP)
terselenggaranya

layanan prima

pendidikan jenjang

SMP

Penyediaan sistem | Meningkatkan capaian 8
tata kelola yang | (delapan) Standar

handal dalam | Nasional Pendidikan
menjamin (SNP)
terselenggaranya

layanan prima

pendidikan  jenjang

PAUD
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Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, Berdaya Saing,

Visi Beriman dan Berbudaya
Misi 1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Penyediaan sistem | Meningkatkan capaian 8
tata kelola yang | (delapan) Standar
handal dalam | Nasional Pendidikan
menjamin (SNP)
terselenggaranya
layanan prima
jenjang  Pendidikan
Nonformal/Kesetara-
an
Penetapan jenis | Penerapan kurikulum
kurikulum muatan | muatan  lokal  bagi
lokal bagi satuan | semua satuan
pendidikan pendidikan secara
standar dan terukur
Implementasi Sistem | Melakukan  kerjasama
Pengendalian Intern | dengan pengawas/
Pemerintah secara | auditor pelaksanaan
nyata oleh yang | pembangunan  melalui
berwenang Inspektorat, BPKP
maupun BPK
Meningkatnya | Meningkatkan ¢ Peningkatan kualitas
akuntabilitas akuntabilitas kinerja perencanaan,
kinerja dan | dan pengelolaan penganggaran, dan
keuangan keuangan serta_ evaluasi kinerja
serta pengawasan melalui
pengawasan perbaikan tata kelola perangkat daerah
Dinas Dinas Pendidikan * Peningkatan kualitas
Pendidikan pengelolaan
administrasi
keuangan,
administrasi

kepegawaian,
administrasi umum,
pengelolaan barang
milik daerah, dan
penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Pendidikan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta
indikator keluaran program dan pagu per kegiatan sebagaimana tercantum dalam
rancangan awal RPIJMD, selanjutnya dijabarkan Organisasi Perangkat Daerah kedalam
rencana kegiatan untuk setiap program dan kegiatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap
program prioritas, menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi
Organisasi Perangkat Daerah.
Indikator kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RPIJMD Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta Telaah
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang
dalam empat program dan empat belas Kegiatan yang meliputi :
1. Program pengelolaan Pendidikan;

1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;

1.2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

1.3 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

1.4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
2. Program pengembangan Kurikulum;

2.1 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.1 Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;

4.2 Kegiatan Administrasi Keuangan daerah;

4.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah;

4.4 Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah;

4.5Kegiatan Administrasi Umum Perangkat darah;

4.6Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerabh;

4.7 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah;

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 81



4.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
daerah;

Tabel 6.1 di bawah ini, menunjukkan program, kegiatan, indikator kinerja, serta target

capaiannya setiap tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
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Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Pendidikan

Periode Tahun 2021-2026 (Perubahan)

_ Data 2024 2025 2026
Indikator Capaia | 2022 2023 2024 | Perubaha | 2025 | Perubaha | 2026 | Perubaha
Program/ Kinerja n pada n n n Penan
Tujuan | Sasara Kegiatan/ Tujuan, Satu | Tahun ggung
n Sub Sasaran, an Awal Jawab
Kegiatan Program dan Perenc | 4 4 4 4 4 4 -
Kegiatan anaan | & |D | & (0 | & (0| & s |28 315 |25 2z
2021 |'g I I I 2 [T ]% [ 2
Mening
katnya H L Tah 12 12 12 12.3 12 12.3 12 12.3
masvar arapan Lama ahu .| B .| . .| e . .| oo :
Mywd Sekolah n | P 2|8 [ |S 3 |N| 4 |g|30|El 0 |g |38 6 |g
yang N % g S % S g -
memili w w ~ [o5) - ®© u ® Disdik
ki daya S P & S S 5 g 5
saing Rata-rata Lama | Tahu 69 |2 [ 70 |8 | 7.0 |& J |70 (R J 71 |8 J
pendidi cekolah n 694 | Tl | R | 4 |N | 704 8|7 5 | 7.07 R | o & | 710 i3
kan » & B
Mening Angka
katnya Partisipasi
aksesb Sekollah (APS)
ili-tas Satuan
dan Pendidikan o
mutu PAUD, SD, S
layana SMP dan '%
n Nonformal/ 92. |» 92. 92. 92.5 92. 92.6 92. 92.7 .
pendidi Kesetaran %o 9223 | 33 e | 43 53 3 63 3 73 3 Kadin
kan di iﬁ
semua ~
jalur
dan
jenjang
pendidi
kan
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Prosentase

Satuan
Pendidikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kadin
Terakreditasi
Minimal B
86. 86. 87. 87.2 87. 87.6 88. 88.1
0,
APS PAUD % | 8613 | 5y 90 29 9 69 9 13 3 .
N N N N N Kabid
Program < ] o & 3 PAUD
Pengelolaan 97. |w [ 98. | | 98. |4 | 985 98. |9 | 98.9 99. |9 | 99.2 & PNF
idi APS SD/MI % 97.20 "B . L ’ o ; N ' ]
Pendidikan ° 63 |12 |07 [ |51 |8 | 1 9% |£ | 6 20 || o Kabid
88. [& | 88 |5 | 89 |3 | 892 89. [~ | 89.6 90. [& | 90.1 Kabid
APS SMP/MTS % 88.08 28 |8 g8 |3 o8 |2 8 68 | & 8 18 |8 8 SvP
86. 86. 87. 87. 88.
APS PNF % 4.58 58 08 26 7.58 88 8.58 o4 9.58
Kegiatan
Pengelolaan Kabid
Pendidikan APK PAUD % 86.13 86. 86. 87. 87. 81. PAUD
Anak Usia 51 90 29 69 93 & PNF
.. N N N N N
Dini (PAUD) © N &0 © L
(o)) (e} w H w
(63 [{e) o N o
N N [e0) [ee] (0]
~ N w w w
(6} N N N N
(] o a1 a1 a1
o o f=) [} f=)
o o o o o
o o o o o
Prosentase
Satuan .
L Kabid
Pendidikan % 8.91 9.9 10. 11. 12. 13. PAUD
PAUD 0 89 88 87 82 & PNE
Terakreditasi
Minimal B
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Pembanguna

0 Jumlah 5
Gedung/Ruang L Kabid
Gedung/Ruan Kelas/Ruang F;ua S - - - - PAUD
Guru PAUD g 5 & PNF
Kelas/Ruang yang dibangun 8
Guru PAUD
N N N N N
Pembanguna Jumlah Sarana, S S Q Q Q .
n Sarana » » n n n Kabid
Prasarané Prasarana dan Pake = = = = = PAUD
b Utilitas Sekolah t o o o o o
dan Utilitas . o o o o o & PNF
Sekolah yang dibangun S 8 S 8 3
Rehabilitasi Jumlah w - N = N
Sedang/Berat | Gedung/Ruang & 3 5 3 3 Kabid
Gedung/ kelas /Ruang ruan a1 [=) [=) [=] [=)
Ruang kelas | Guru PAUD g S 3 3 8 8 z%,{ﬁ:
/Ruang Guru | yang S S S 3 3
PAUD direhabilitasi e e e e ©
Rehabilitasi Jumlah Sarana, S g
Sedang/Berat =) o i
Sarana Prasarana dan ake 5 P Kabid
' Utilitas PAUD | P - - S S - PAUD
Prasarana an t o o & PNF
dan Utiltas | 4008 s 8 3
PAUD
Pemeliharaan Jumlah N N N N
Rutin o o o o ;
Gedung/Ruan Gedung/Ruang ruan o o o o Kabid
g Kelas/Ruang g - 3 3 3 3 PAUD
Guru PAUD o o o o & PNF
o o o o
Eilis{)R:SBg yang dipelihara © o o ©
Pemeliharaan | j o 2 3 3
Rutin Sarana, ' o o o Kabid
Prasarana dan pake S S e)
Prasarana - - - bt S b PAUD
" Utilitas PAUD t s R £
dan Utilitas ang dipelihara 8 8 3 & PNF
PAUD yang dip S S S
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3 3 S
Jumlah Mebel ° ° ° Kabid
pengadaan | PAUD yang Pl o | o f-lo|-]2]8 2 |8 2 |8 PAUD
diadakan g g 8 & PNF
o o o
Pengadaan Jumlah Alat '5 ':) B Kabid
o o o
Alat Rumah Rumah Tangga unit 0 0 ) 0 ) 12 |8 12 |8 12 |8 PAUD
Tangga PAUD yang = = = & PNF
PAUD diadakan 8 g Q
P ) N N N
(o))
Pengadaan i]juerrr:leih kapan E -2 -2 —2 —2 Kabid
Perlengkapan | o195 unit | 0 318|128 1218 12 |8 12 |8 PAUD
PAUD diadakan E S 3 S S & PNF
iadakan S S = S S
Jumiah n 2 % 5
umla .
Pengadaan Lo o o Lo Kabid
Perlengkapan P_erlengkapan unit 0 0 350 S 350 S 350 ] 350 = PAUD
; Siswa PAUD 0 |© 0 o 0 o 0 |©
Siswa PAUD - o - o P & PNF
yang diadakan S S S S
P_enyedlaan Jumlah Peserta .
Biaya Didik PAUD oran Kabid
Personal ang menerima 40000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - PAUD
Peserta Didik | o 9 TEEReT | 9 & PNF
PAUD y
[ = [ [
Pengadaan Jumlah Alat o o o o Kabid
Alat Praktik Praktik dan pake =) =) [=) [=)
dan Peraga | Peraga PAUD t 0 O [ N T I | > & > (& Z'?DUN?:
PAUD yang diadakan S 8 8 8
o o o o
Jumlah Siswa & & & > &
Penyelenggar I 5 1old o8 lo 5 o 5 lo Kabid
aan Proses | o8 e | o | O |S Bl 1B |5 I3 c |5 c |5 PAUD
Belajar PAUD PAUD w § w § w § w § w § & PNF
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. Jumlah
Penyediaan | o idik dan b & in o in
Pendidik dan | |~ o =} @ @ o Kabid
tenaga 9a oran 23 |2 123|192 |23(2 23 |2 23 |9
Kependidikan | Kependidikan g | 23%® | 98 |8 | o8[S 98 |S 98 |8 98 |3 PMPT
bagi satuan E?E?NZAUD =) =) [=} =) =) K
PAUD yang 8 8 8 8 8
terbayar
Jumlah
Pengembang | Pendidik dan
an Karir Tenaga - - N N N
Pendidik dan | Kependidikan ol ol N 5 5 Kabid
Tenaga pada satuan oran 5 3 Q =] =]
Kependidikan | Pendidikan g 3 |0 |e ]| 0S| 08 2018 20 1S T
pada satuan PAUD yang 8 8 S 3 8
Pendidikan mengikuti e e ©
PAUD Pengembangan
Karir
Pembinaan Jumlah a P = B =
Kelembagaan | lembaga dan lemb w g -g -g g Kabid
dan Manajemen a0a 20 20 _E 20 (3 20 (3 20 |3 20 |3 PAUD
Manajemen PAUD yang 9 Q o =) =) [=) & PNF
PAUD dibina S S S S S
o o o o
3 3 3 3 3
cergetoan | fomi Sl LR ]2 ; ; cai
engelolaan | lembaga N 5 5 3 3 abi
Dana BOP penerima Dana 'gm;’ 1.254 éj‘ @ éj @ éj @ %f @ 152 @ PAUD
PAUD BOP PAUD 9 38 38 3 3 38 & PNF
yang dikelola 3 3 3 3 3
o o o o o
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Peningkatan Jumlah personil = = =
4 Pengelola Dana N P o .

Kapasitas BOP PAUD oran P 5 P Kabid
Pengelolaan an 250 0 - 0 - [ 250 |8 250 |8 250 |3 PAUD
DanaBOP | Y& g 9 = = > & PNF
PAUD |t|ngkatkan S S S

kapasitasnya
Penyiapan Jumlah Satuan .
Tindak Lanjut | Pendidikan P Kabid
Evaluasi PAUD yang seko 0 0 . o |8 0 . 0 ) 0 ) PAUD
satuan dievaluasi dan lah o & PNE
Pendidikan disiapkan 8
PAUD tindaklanjutnya e

Jumlah peserta
Koordinasi, Rapat
Perencanaan, | Koordinasi, P
Supervisi dan | Perencanaan, oran g
Evaluasi Supervisi dan 0 0 - S
Layanan di Evaluasi 9 o
Bidang Layanan di 8
Pendidikan Bidang

Pendidikan
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Bimbingan

Jumlh Peserta

Teknis _I?imkbjngan 'é
Peningkatan Pe nis oran [}
! eningkatan 0 0 - Q
Kapasitas : g is)
Bidang K_apasnas S
pendidikan | B'dand S
Pendidikan
96. 97. 97. 98. 98. Kabid
APK SD/MI % 96.15 76 20 86 78 95 SD
89. 90. 91. 92. 93. Kabid
0,
_ APM SD/MI % | 8876 | oy le los B8] 12 |8 15 |5 76 |% SD
Kegiatan > N o N L
Pengelolaan Persentase % § % § §
Pendidikan - F - < P
Sekolah ik 96 2 97 3 08 S 98 g 99 3 Kabid
Dasar v % | 9502 | 55 8 |5 |5 | 13 |8 75 |8 02 |8 SO
. . o o o o &)
terakreditasi
minimal B
Pembanguna | Jumlah Unit Kabid
n Unit Sekolah Baru unit 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - sSD
Sekolah Baru | yang dibangun
& & o o S
Penambahan | Jumiah Ruang o o L o L .
Ruang Kelas Kelas Baru ruan 0 1 (8 1 18 1 I8 1 |8 = Kabid
Bary yang g 8 8 8 8 S SD
ditambahkan 8 8 8 8 8
o o o o o
N (o) a1 a1
Pembanguna | Jumlah Ruang ® e P 3
n Ruang Guru/Kepala ruan [=} [=} © [=} Kabid
Guru/Kepala | sekolah/TU g 0 O1-1 18 2 18 2 |8 2 18 SD
sekolah/TU yang dibangun S 3 3 3
o o o o
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= w w w
Pembanguna | Jumlah Ruang 8 S S 8
n Ruang Unit | Unit Kesehatan . [=) =) [=] =) Kabid
Kesehatan Sekolah yang unit 8 0 ) 1 _8 3 _8 3 _8 3 _8 SD
Sekolah dibangun 3 8 3 3
o o o o
N N N N
Pembanguna | Jumlah 8 S 8 8
n Perpustakaan ruan =) =) =) =) Kabid
Perpustakaan | Sekolah yang g 5 0 i 1 3 1 3 1 3 1 3 SD
Sekolah dibangun S S 3 3
o o o o
N [ = [ [
E%n;t);r?suna Jumlah Sarana, 2 S 8 Pt S
! Prasarana dan | pake [=) [=) [=) [=] [=) Kabid
prasarana |\ yijiag Sekolah | - t w288 t|8 118 118 sD
dan Utilitas : o o [=) o o
Sekolah yang dibangun S S S S S
Pembanguna Jumlah Rumah
n Rumah .
Dinas Kepala Dinas Kepala . Kabid
Sekolah/Guru/P | unit 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Sekolah/Guru ; SD
Peni enjaga Sekolah
enjaga !
Sekolah yang dibangun
» » (2] (*2] (o2}
A 5 g
Rehabilitasi | Jumiah Ruang | - b 3 ) 3 2 Kabid
Sedang/Berat | Kelas yang 98 108 [& | 50 [8 | 50 |8 50 |8 55 |4 SD
Ruang Kelas | direbilitasi 9 o S S S S
N o o o o
o o o o o
o o o o o
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Rehabilitasi Jumlah Ruang ‘E % a ol b
Sedang/Berat | Guru/Kepala = 2 L L L -
Ruang Sekolah/TU mand g |yl s (85 |8 5 (8 5 |8 Kaoid
Guru/Kepala | yang di 9 2 ° ° =} °
Sekolah/TU | rehabilitasi S 8 S 8 8
ilitaci = = =
cenabtis [ suman o gl |2 z z
ondt Kesehatan unit | 20 o |-|3|[8] 5 |8 5 |8 5 18 Kabid
Sekolah yang 2 S S o SD
Kesehatan : S Q o o o
direhabilitasi = S S =)
Sekolah o S S o
':: IS IS IS IS
Rehabilitasi Jumlah < g g 3 Z
Sedang/Berat | Perpustakaan ruan P [=) [=) [=] [=) Kabid
Perpustakaan | Sekolah yang g 76 15 8 5 3 5 3 S 3 5 3 SD
Sekolah direhabilitasi o S S 3 3
8 o o o o
Rehabilitasi Jumlah Sarana : E ':)n ‘; 3
gg?;r?zg fperat Prasarana dan pake -ﬁ -8 -8 —B —i Kabid
’ ili (o)) o o o (o)}
Prasarana Utilitas Sekolah ¢ 30 5 8 10 8 10 S 6 8 5 &8 sSD
o yang £ g K K K
dan Utilitas | ;o habilitasi 5 3 S 3 N
Sekolah S S s} S al
Rehabilitasi
Sedang/Berat qulah Rumah
Rumah Dinas Dinas Kepala
Sekolah/Guru/P . Kabid
Kepala eniaga Sekolah unit 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - sD
Sekolah/Guru ya]ngg
/Penjaga : I
Sekolah direhabilitasi
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N 8 N
Pengadaan | Jumlah Mebel & o o :
Mebel Sekolahyang [P3€| 36 |20 |2 | 0o |-| o |- 10 |8 20 |8 Kabid
. t X o o SD
Sekolah diadakan Lo P o
o o o
8 o o
Pengadaan Jumlah Alat
Alat rumah rumah tangga pake Kabid
tangga Sekolah yang t 0 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) SD
Sekolah diadakan
© (o]
Jumlah o2} o
Pengadaan ° ° .
Perlengkapan Perlengkapan pake 0 0 . 0 . 0 . s |8 s |S Kabid
Sekolah yang t > - SD
Sekolah diadak S =
iadakan 3 S
Jumiah % S S S
umla
Pengadaan w o o o .
Perlengkapan pake © =) =) o Kabid
g_erlengkapan Siswa yang ¢ 0 0 - | 24 B 2.4 _8 24 _8 2.4 _8 SD
Iswa diadakan & 3 8 8
o o o o
Pemeliharaan | Jumlah
Rutin Bangunan ruan Kabid
Bangunan Gedung dan 70 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
g SD
Gedung dan Ruangan yang
Ruangan dipelihara
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Pemeliharaan
Rutin Sarana,

Jumlah Sarana,

Prasarana dan . Kabid
Prasar_a_na Utilitas Sekolah unit 200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - sSD
dan Utilitas ang dipelihara
Sekolah yang dip
Pemeliharaan
Rutin Rumah %?ﬂ:isgg:h
Dinas Kepala | seolah/Guru/P | unit | 0 of-{of-|o]- o |- o |- Kapid
. enjaga Sekolah
[Penjaga ang dipelihara
Sekolah yang dip
Conyedan | uman = :
. S
Personil g:ig{; DD'glslgr oran | goq o | .16 5 15 3 1.8 16 |3, Kabid
Peserta Didik ; g 06 |8 18 B K= 06 |8 SD
Sekolah il alitigkiin o ° S =
Dasar iaya Personi S =] S S
P P P P
Pengadaan Jumlah Alat g a a g
Alat Praktik Praktik dan pake =) =) [=) =) Kabid
dan Peraga Peraga Siswa t 10 0 ) 10 .8 10 _8 10 .8 10 _8 SD
Siswa yang diadakan 8 8 8 8
(@] o o o
Jumlah peserta
Penyelenggar | didik yang o 5 5 RS B
H : - o o o o
e | e [ 0 [ esarz | 5[5 [ 55 [5 [ o5 [ 55 |3 s |5
clajar da > Beld) g : 912 |2 | 912 |© | 912 |© 912 |S 912 |© SD
Ujian Bagi dan Ujian 8 o) [=) o o
Peserta didik | jenjang Sekolah © 8 8 8 3
Dasar
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Jumlah Peserta

Pembinaan Didik yang % e N S N
i ikuti i - S lo |© o O o |
Minat, Bakat menglkgthembl oran ~ |3 g |5 |& |3 S P a o Kabid
dan naan Minat, 4.25 N} 3 o o © o © o © o
L. g Ul - = = o Py o = o SD
Kreativitas Bakat dan g™ o]~ |o N o N o
Siswa Kreativitas o 8 8 8 8
Siswa
Penyediaan Jumiah
Pendidik dan | Pendidik dan 5 2 S S S
Tenaga o © N ° N
Tenaga .- B ~ IN IN I .
- Kependidikan a = Q Q S Kabid
Kependidikan oran o o o o o
bagi satuan satuan 200 200 S 200 S 200 = 200 S 200 S PMPT
Pe%didikan Pendidikan 9 o o =] i=} o K
Sekolah Sekolah Dasar S S S S 8
Dasar Non ASN yang © © © © ©
terbayar
Pembinaan Jumlah
Karir Pendidik | Pendidik dan " o > > >
dan Tenaga enaga s 8 S 8 8 .
Kependidikan | KePendidikan oran .i 32 3 2 3 Kabid
A | satuan o |100(& |50 (S |50 (S 50 |S 50 |8 PMPT
Eendidikan Pendidikan 9 o o o ° o K
Sekolah Sekolah Dasar 8 8 8 8 8
Dasar yang mengikuti
pembinaan karir
Pembinaan Jumlah ® IS ® ®
Kelembagaan | Lembaga dan L L o Lo .
dan manajemen | 'T° | 50 | 0o 50 |8 | 50 |8 50 |3 50 |3 Kaoid
manajemen Sekolah yang 9 [= [= [=} [=}
Sekolah dibina 8 8 8 8
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Jumlah E § 'é :C:> 'é
Pengelolaan lembaga |:l ‘8 ‘8 “8 “8
Dana BOS pendidikan lemb o © © © © Kabid
Sekolah Sekolah Dasar aga 803 803 g 803 5 803 3 803 5 803 5 SD
Dasar yang menerima g g "8 g .g
Dana BOS o S S ls) o)
o o o o o
Peningkatan Jumlah personil - - - N
Kapasitas Pengelola Dana N N P »
Pengelolaan | BOS Sekolah oran [=) [=) [=] [=) Kabid
DanaBOS | Dasar yang di g | 898 [0 |0[803]|8 [803]8 803 |18 803 |8 )
Sekolah tingkatkan 3 8 8 8
Dasar kapasitasnya e e e e
Penyiapan
. - Jumlah Satuan N
E‘\f‘;ﬁ';sﬁa”‘“t Pendidikan 3 S
Sekolah Dasar | seko 8 =) Kabid
satuan . . 0 6 | 0 |9 0o | o [ 0 |
- yang dievaluasi lah - o SD
Pendidikan - o o
dan disiapkan s] S
Sekolah . L o S
D tindaklanjutnya
asar
Jumlah Peserta
Koordinasi, Rapat
Perencanaan, | Koordinasi, y
Supervisi dan | Perencanaan, -g
Evaluasi Supervisi dan S
Layanan di Evaluasi o
Bidang Layanan di 3
Pendidikan Bidang
Pendidikan
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Jumlah Peserta

Bimbingan Bimbingan R
Teknis : S
- Teknis s
P ELER Peningkatan 8
Kapasitas Ka asgi]tas o
Stk BidF;ng §
Pendidikan Pendidikan
Sosialisasi Jumlah Peserta .
. | Sosialisasi dan o
dan Advokasi dvokasi L
Kebijakan LG 8
Bidang Kebijakan _g
= Bidang S
Pendidikan | pendidikan S
Pelatihan Jumlah Peserta i~
Penggunaan Pelatihan .g
Aplikasi Penggunaan S
Bidang Aplikasi Bidang =)
Pendidikan Pendidikan 8
98. 99. 99. Kabid
APK SMP/MTs % 98.50 94 39 84 100 100 SMP
Kegiatan a S _% ':‘J .Bl
Pengelolaan o 96. [ | 97. [N | 98. |a 9. |5 99. |5 Kabid
Pendidikan | ATMSMPMTs | % | 9525 | 35" |18 | 68 [ | 23 |& 62 | 95 |& SMP
= ~ A a1 =
Sekolah 3 3 a Py @
Menengah ° ° '\, ~ N
Pertama E:trusg:tase 8 8 3 @ o
pendidikan % 86.76 87. 88. 89. 90. 90. Kabid
SMP/MTs 50 24 70 44 96 SMP
terakreditasi
minimal B
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™ N
a1 A
Pembanguna | Jumlah Unit _8 _8 Kabid
n Unit Sekolah Baru unit - - S - 3 SMP
Sekolah Baru | yang dibangun -8 _g
o o
o o
g g g g
Penambahan Jumlah Ruang 3 3 ) S) .
Ruang Kelas Kelas Baru ruan = = ) = = Kabid
Baru yang g o o o o SMP
ditambahkan 3 3 3 3
o o o o
[} w
Pembanguna | Jumlah Ruang 8 Z
n Ruang Guru/Kepala ruan ) ) S i 8 Kabid
Guru/Kepala | Sekolah/TU g o o SMP
Sekolah/TU | yang dibangun 3 3
o o
. [ = [ [
Pembanguna | Jumlah Unit g g g g
n Unit Kesehatan . [=) [=) [=] [=) Kabid
Kesehatan Sekolah yang unit ) 3 3 3 3 SMP
Sekolah dibangun S 8 8 8
o o o o
(o2} [o)] D (o2}
Pembanguna | Jumlah 8 8 S S
n Perpustakaan ruan ) = 8 S = Kabid
Perpustakaan | Sekolah yang g o o o o SMP
Sekolah dibangun 3 3 S 3
o o o o
w w (o)) (o2}
g g S S
Pembanguna | Jumlah _ ruan o o > > Kabid
n Laboratorium - Q = = =
. ; g S S S S SMP
Laboratorium | yang dibangun o) o o o
o o o o
o o o o
Pembanguna | Jumlah Ruang
n Ruang Serba ruan ) ) ) i i Kabid
Serba Guna/Aula yang g SMP
Guna/Aula dibangun
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Pembanguna | Jumlah Asrama Kabid
n Asrama Sekolah yang unit 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - SMP
Sekolah dibangun
Pembanguna Jumlah Rumah
n Rumah .
Dinas Kepala Dinas Kepala . Kabid
Sekolah/Guru Se_kolah/Guru/P unit 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - SMP
) . enjaga Sekolah
Penjaga ang dibangun
Sekolah yang
Pembanguna | Jumlah Fasilitas .
n Fasilitas Parkir yang patke 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - gﬁﬂb;d
Parkir dibangun
Pembanguna | Jumlah Kantin Kabid
n Kantin Sekolah yang unit 0 0 - 0 - 0 0 0 - SMP
Sekolah dibangun
A a1 a a1
Eesn;t):r?suna Jumlah Sarana, P 3 P 3
Prasaran:':l Prasarana dan | pake 0 0 ) 3 = 3 = 3 S 3 = Kabid
o Utilitas Sekolah t o o o o SMP
dan Utilitas ang dibanaun o o o o
Sekolah yang 9 8 8 8 8
Rehabilitasi
Sedang/Berat Jumiah Gedung ruan Kabid
Sekolah yang 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Gedung : L2 g SMP
direhabilitasi
Sekolah
5 le| |5 5 5
Rehabilitasi Jumlah Ruang S @ = = a
Sedang/Berat | Kelas Sekolah ruan w % > N = Kabid
Ruang Kelas | yang g 60 60 N 40 s 50 iy 50 Y 40 & SMP
. . . [¢] - [ee] (2] ©
Sekolah direhabilitasi ° o = ™ o
S 8 a1 o1 ~
o o w (2]
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o —': N N © ©
Rehabilitasi Jumlah Ruang @ 3 3 3 3
Sedang/Berat | Guru Sekolah ruan 10 o ® ® & » Kabid
Ruang Guru | yang g 3 N B N N SMP
Sekolah direhabilitasi = 8 S 8 8
8 ) &) S )
Rehabilitasi Jumlah Ruang & S S N S
Sedang/Berat . K z z I : .
Ruana Unit Unit Kesehatan unit 10 @ Q S * Q Kabid
g Sekolah yang N o o o o SMP
Kesehatan |y ehabilitasi S S 3 3 3
Sekolah 8 8 8 8 8
o oy N a 5 o
Rehabilitasi Jumlah ) 3 3 3 3
Sedang/Berat | Perpustakaan ruan . 2 ® [ [ [ Kabid
Perpustakaan | Sekolah yang g £ N K © K SMP
Sekolah direhabilitasi o 8 8 3 8
8 ) &) o o
> = 2 3 2
Rehabilitasi | Jumianh = @ 3 2 3 _
Laboratorium ruan o a1 Q Q Q Kabid
Sedang/Berat 10 g N =) S o)
Laboratorium | Y2N9 9 N N o S) 38 SMP
direhabilitasi o 8 8 8 8
8 o o o o
Rehabilitasi Jumlah Ruang g g
Sedang/Berat | Serba ruan 6 0 ) ) @ @ Kabid
Ruang Serba | Guna/Aula yang g > > SMP
Guna/Aula direhabilitasi 8 8
o o
Rehabilitasi Jumlah Kabid
Sedang/Berat | Asrama yang unit 0 - - - - - SMP
Asrama direhabilitasi
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Rehabilitasi
Sedang/Berat qulah Rurr|1ah
Rumah Dinas Dinas Kepala .
Sekolah/Guru/P . Kabid
Kepala enjaga Sekolah | UM 0 ) ) 0 ) 0 ) 0 ) SMP
Sekolah/Guru yajn gg
/Penjaga . I
Sekolah direhabilitasi
. . N N
Rehabilitasi Jumlah a a
Sedang/Berat | Fasilitas Parkir pake N u Kabid
Fasilitas yang t 10 ) YR °> |8 0 - SMP
Parkir direhabilitasi 3 3
o o
e . a1 [
Refabiliasi | 3,miah Kanin S S <abid
9 Sekolah yang unit 12 - S 0 - 2 18 0 -
Berat Kantin : ST 3 S SMP
Sekolah direhabilitasi b= S
o o
Rehabilitasi Jumlah L = = = =
Sedang/Berat | Sarana, iy S S S 3
Sarana, Prasarana dan | pake 6 g 8 5 8 5 8 5 8 Kabid
Prasarana Utilitas Sekolah t 3 ® bt A * SMP
dan Utilitas yang =) =) =) =) =)
Sekolah direhabilitasi 8 8 8 8 8
w w W
d Jumlah Mebel S 8 8
Pengadaan K & K .
Mebel Sekolah yang pake 10 - -l 12 |8 10 |8 10 |8 Kabid
) t o o o SMP
Sekolah diadakan [=) o o
o o o
o o o
Pengadaan Jumlah Alat
Alat Rumah Rumah tangga pake 0 ) ) 0 ) 0 ) 0 ) Kabid
tangga Sekolah yang t SMP
Sekolah diadakan
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Pengadaan Jumlah ~§ § é .
Perlengkapan Perlengkapan pake 20 3 |S 3 |S 0 i 3 |S Kabid
Sekolah yang t - - - SMP
Sekolah diadak = = =
iadakan S ] S
P L L P
Jumlah S S S S
EZﬂgﬁdﬁ‘Zr‘aﬂ Perlengkapan | pake | 240 2 | 240 |2 240 |2 240 |2 Kabid
eriengkapan | siswa yang t o8| o |S 0|3 o |8 SMP
Siswa diadakan [=} [=} [=} [=}
o o o o
o o o o
Pemeliharaan | MTEF Kabid
Rutin Gedung 9 unit 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Ruangan yang SMP
dan Ruangan | yoelinara
Pemeliharaan | Jumlah T 3 T >
Rutin Sarana, | Sarana, o o = o Kabid
Prasarana Prasarana dan unit 0 5 |8 5 |8 5 |8 5 |8 SMP
dan Utilitas Utilitas Sekolah b= S S =
Sekolah yang dipelihara S S S} S
Ei?ﬂe::lzhuanﬁin Jumlah Rumah
Dinas Kepala Dinas Kepala
P Sekolah, Guru, . Kabid
Sekolah, . unit 0 0 - 0 - 0 - 0 -
G Penjaga SMP
uru,
Peniaga Sekolah yang
1ag dipelihara
Sekolah
Penyediaan Jumlah — — — —
Biaya Peserta Didik ‘B “.8 ‘B “B
Personil Sekolah Is) Is) I=) =) :
Peserta Didik | Menengah oran 0 240 S 240 3 240 = 240 S Kabid
g 0[S ] o |8 0 (8 0 |8 SMP
Sekolah Pertama yang 2 3 3 2
Menengah menerima S S S =)
. . o o o o
Pertama Biaya Personil
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Jumlah o o o o
Perlengkapan | Perlengkapan S 3 3 3
Dasar Buku Dasar Buku pake 0 0 .| 240 |5 | 240 [g 240 |g 240 g Kabid
Teks Peserta | Teks Peserta t 0 |© 0 |© 0 |© 0 |o© SMP
Didik Didik yang 8 8 8 8
disediakan e e e ©
Jumlah § g § g
Perlengkapan | Perlengkapan | ., o 240 |2 | 240 |o 240 |2 240 |o Kabid
Belajar Belajar Peserta 0 0 - Q s Q Q
- - t 0 |© 0 |© 0 |© 0 |© SMP
Peserta Didik | Didik yang I= [= [=} [=}
disediakan 8 38 8 8
S I = 3 5
Pengadaan Jumlah Alat N B B bl g
Alat Praktik Praktik Dan pake I=; ~ ~ Q =] Kabid
Dan Peraga Peraga Siswa t 10 ! 3 10 S 10 3 2 3 2 3 SMP
Siswa yang diadakan S ° o 3 3
o 8 8 o o
Penyelenggar Jumlah peserta IN @ I I 8
aan Proses didik yang 5 o o o o
Belaiar dan mengikuti oran 30816 30. |8 30. 8 30. 8 30. 8 30. 8 Kabid
elajar da Proses Belajar g : 816 | | 816 |S | 816 |S 816 |© 816 |© SMP
Ujian bagi dan Ujian 3 S 8 3 3
-, S
Peserta Didik jenjang SMP S o S S
Jumlah Siswa
Pembinaan SMP yang @ N N N N
Minat, Bakat meng!kutl oran _g % 8 = 8 = _gg o _8 o Kabid
dan pembinaan 410 o (@ | |2 | |9 o (2 o |9
- ; g = o = o = o = o = o SMP
Kreativitas Minat, Bakat o o o o o ) o ) o o
Siswa dan Kreativitas 8 8 8 8 8
Siswa
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 102




Penyediaan Jumiah
yee Pendidik dan » » » » »
Pendidik dan Tenada o I © © ©
renaga Ke e%didikan oran @ @ S S s Kabid
Kependidikan b 130 | 130 |8 | 130 | | 130 (S 130 |8 130 |8 PMPT
Sekolah Sekolah 9 o N o o o K
Menengah Menengah 8 8 8 8 8
9 Pertama yang S S S S S
Pertama .
diadakan
Jumlah
Pengembang | Pendidik dan
an Karir Tenaga
Pendidik dan | Kependidikan - o o o o
Tenaga satuan o S S S S Kabid
Kependidikan | Pendidikan oran 2 =) =) [=} [=}
pada satuan Sekolah g 0 10 g 50 8 50 8 50 8 50 8 EMPT
Pendidikan Menengah S S S 3 3
sekolah Pertama yang e e e e
menengah mengikuti
Pertama Pengembangan
Karir
. - - - -
Pembinaan Jumlah “.; '.; ‘.; ',;
Kelembagaan | Lembaga dan lemb P P [ P Kabid
dan Manajemen 44 0 -1 20 |8 | 20 (8 20 |8 20 |8
. aga S s S 8 SMP
Manajemen Sekolah yang S S B S
e o o o o
Sekolah dibina S S S o
o o o o
& S 4 S S
Pengelolaan Jumlah o > 5 5 5
Dana BOS 1 jomp lemb > 3 3 3 3 Kabid
Sekolah embaga 74 74 o | 74 |o | 74 |© 74 |© 74 |©
Sekolah aga N o o o o SMP
Menengah N o i=] S =]
Pertama Menengah oy o o o o
Pertama yang S S 8 =1 8
menerima Dana
BOS
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Peningkatan Jumlah personil
Kapasitas pengelola Dana X 5 2 R
Pengelolaan BOS Sekolah o o o o .
Dana BOS Menengah oran | 74 |8 | 74 |8 74 |8 74 |8 Kabid
g o o o o SMP

Sekolah Pertama yang o =) o o
Menengah ditingkatkan 8 3 3 3
Pertama kapasitasnya
Penyiapan Jumlah Satuan
Tindak Lanjut | Pendidikan o ©
Evaluasi Sekolah o o
satuan Menengah seko 8 0 Py o | o | o | Kabid
Pendidikan Pertama yang lah 3 2 SMP
Sekolah dievaluasi dan S S
Menengah disiapkan
Pertama tindaklanjutnya

Jumlah Peserta
Koordinasi, Rapat
Perencanaan, | Koordinasi, 2
Supervisi dan | Perencanaan, o
Evaluasi Supervisi dan =4
Layanan di Evaluasi =
Bidang Layanan di =]
Pendidikan Bidang

Pendidikan
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Bimbingan

Jumlah Peserta

oS .
Teknis Blmbllngan S
. Teknis B
P ELER Peningkatan 3
Kapasitas Ka asgi]tas o
E gl Bid‘?ang §
Pendidikan | o didikan
Sosialisasi | Jumian Peserta 5
dan Advokasi . o
Kebiiakan Advokasi =
e daJn i Kebijakan S
e Bidang Q
Pendidikan Pendidikan S
Pelatihan Jumlah Peserta 5
Penggunaan | Pelatihan g
Aplikasi Penggunaan =
Bidang Aplikasi Bidang =
Pendidikan Pendidikan 8
APK Kabid
PNF/Kesetaraa | % | 76.86 | /% . . ’8. ’8. PAUD
0 12 24 76 28 80 & PNF
~ (<2} ~ ~ ~
Kegiatan ’% Rs' "g g "g
Pengelolaan o N © © ©
Pendidikan Satuan o 3 S S S
Nonformal/Ke | Pendidikan 2 3 = = = Kabid
setaraan Nonformal/Kese % 20 22. [8 | 25. |8 | 28. |8 31. |8 34. (8 PAUD
taraan 86 71 57 43 20
o & PNF
terakreditasi
minimal B
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Pembanguna Jumlah
n
Gedung/Ruang bt 8
Gedung/Ruan Kelas/Ruang ruan g g Kabid
Relas/Ruang | GurY 0 ol|-|lo|-|o]- 1 |8 1 (8 PAUD
Guru 9 | NonformaliKese 9 8 “8 & PNF
Nonformal/Ke | t&raan yang © e
dibangun
setaraan
Eesngf)::aguna Jumlah Sarana, o o IS N IS
Prasaran:a Pr_a_sarana dan -g G -": -'E -'E Kabid
dan Utilitas | Jtlitas Sekolah -} pake | 1121118 2 |8 > |8 2 |8 PAUD
Sekolah Nonformal/Kese t g g g ‘8 _g & PNF
Nonformal/ke | '&raan yang 8 8 38 8 S
dibangun
setaraan
Rehabilitasi Jumlah
Sedang/Berat
Gedun%]/Ruan Gedung/Ruang w w w w
g Kelas/Ruang & & 3 & Kabid
Kelas/Ruang | CYY ruan 0 o |- 1|8 118 1 (3 1 (3 PAUD
Guru Pendidikan g o o o o & PNF
. Nonformal/Kese 8 S 3 3
Pendidikan S o S S
Nonformal/Ke t"’.‘ra” yang
direhabilitasi
setaraan
oo | Jumia Sarans . . .
Pembagnguna Prasarana dan 2 2 2 Kabid
N Sarana Utilitas Sekolah | pake 0 0 i 0 i 1 xS 1 et 1 ® PAUD
P ' Nonformal/Kese t L L L
rasarana t S 8 S & PNF
dan Utilitas araan yang s} S S
direhabilitasi
Sekolah

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 Hal. 106



Pemeliharaan
Rutin Sarana Jumlah Sarana, ol o o o
' | Prasarana dan P o o o .
Prasarana | | jiias Sekolah g S S S Kabid
dan Utilitas Nonformal/Kese | Unit 0 o (8 0 - 1|8 118 1|8 PAUD
Sekolah t b= S S = & PNF
Nonformal/Ke | ‘aréanh yang © © = ©
setaraan dipelihara
Pengadaan Jumlah mebel o R o
Mebel pendidikan o o L Kabid
Pendidikan | Nonformalikese | P2® | o o|-1o|-|2]8 2 |8 2 |8 PAUD
Nonformal/Ke | taraan yang ° [=) o & PNF
setaraan diadakan 8 8 8
Pengadaan Jumlah alat
Alat Rumah rumah tangga Kabid
Tangga Pendidikan pake 0 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) PAUD
Pendidikan Nonformal/Kese t & PNF
Nonformal/Ke | taraan yang
setaraan diadakan
Jumlah - N N N N
Pengadaan perlengkapan g 8 8 8 38 :
Perlengkapan endidikan ake 5 5 5 P 5 Kabid
Pendidikan | P P 0 1181118 1138 1 |8 1|8 PAUD
N Nonformal/Kese t o o o o o
onformal/Ke ¢ o o o o o & PNF
setaraan araan yang 8 8 8 8 3
diadakan
Penyediaan Jumlah
Biayé lembaga Q Q g Q _
Personil Nonformal/kese | ., 150 308 [ | 308 |2 308 |o 308 |o Kabid
L taraan yang 35 - o o =] o PAUD
Peserta Didik P Didik g 8 8 |9 8 |9 8 |© 8 |9 & PNF
Nonformal/Ke esert_a al 3 8 S 3
setaraan menerima S o S o
Biaya Personil
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Pengadaan Jumlah Alat - N - -
Alat Praktik Praktik dan a a ey g Kabid
dan Peraga Peraga siswa pake 0 0 i 1 = 1 = 1 =] 1 = PAUD
Siswa Nonformal/Kese t o o o o & PNE
Nonformal/Ke | taraan yang S S 3 3
setaraan diadakan e e e e
Jumlah warga
Penyelenggar | belajar N b b b 5
aan Proses pendidikan o L L L L Kabid
Belajar Nonformal/Kese | °"&" 1251 130 _8 328 § 328 § 338 § 328 § PAUD
Nonformal/Ke | taraan yang 9 = ° ° ° o & PNF
setaraan mengikuti © 8 8 8 8
Proses Belajar
Penyediaan Jumlgh
Pendidik dan | Pendidik dan
Tenaga tenaga .
Kependidikan kependidikan oran Kabid
b an | pada 0 o|-lo]|-|o]- o |- o |- PAUD
gl sa Pendidikan 9 & PNF
Pendidikan
Nonformal/Kese
Nonformal/Ke
taraan yang
setaraan i
disediakan
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Jumlah
Pengambang | pendidik dan
an Karir tenaga
Pendidik dan | kependidikan &
tenaga pada Satuan oran o Kabid
Kependidikan | Pendidikan 0 o |-]10 8] 0]- 0 |- 0 | - PAUD
pada satuan Nonformal/Kese | 9 S & PNF
Pendidikan traan yang o
Nonformal/Ke | mengikuti
setaraan pembinaan

karier
Pembinaan iznnlﬁg a
Kelembagaan ag N o @ @® ®
don Pendldlkalr} - s o S 2 T Kabid
Manajemen | NonformaliKese | lemb | o 1 35 I8 | 35 |5 | 35 |3 35 |8 35 |8 PAUD
Sekolah taraan yang aga © © o o o & PNF

o o o o o

Nonformal/Ke ﬁ/llglr?aa'emen o S ) S s}
setaraan !

sekolahnya
Pengelolaan Jumiah 33 ‘g 3 $ $
Dana BOP :\?gesgrﬁalmese lemb 3 a _B' -‘Bl _B' Kabid
Sekolah teraan van 203 35 35 (¥ 35 |® 35 |5 35 |8 35 |8 PAUD
Nonformal/Ke yang 9 o o o o o & PNF
setaraan menerima Dana 3 3 8 3 3

BOP s} s} ) S o
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Peningkatan Jumlah personil
Kapasitas Pengelola Dana N
Pengelolaan BOP sekolah oran o Kabid
Dana BOP Nonformal/Kese 0 30 |9 0 - 0 - 0 - 0 - PAUD
Sekolah taraan yang 9 S & PNF
Nonformal/Ke | ditingkatkan S}
setaraan kapasitasnya
Penyiapan Jumlah Satuan
Tindak Lanjut | Pendidikan N >
Evaluasi Nonformal/Kese lemb w -8 Kabid
satuan taraan yang aga 2 E 6 X 6 ' 6 ' 6 ' PAUD
Pendidikan dievaluasi dan =t o & PNF
Nonformal/Ke | disiapkan © 8
setaraan tindaklanjutnya

(o)) (o2} (o2} ~
Program Rasio 9 bt ot Q Kabid
Pendidik dan | ketersediaan Rasi 21. 21. |u | 21. | 21. |~ 21. |o
Tenaga PTK yang o] 21.38 27 0 14 ':l 07 5 05 _ﬁ 01 5 EMPT
Kependidikan | kompeten o 3 Q 5

(o] ] © N
Kegiatan .
Pemerataan | Rasio Guru Rasi |,y 07 | 2L 21. 21. 21. 21. ﬁfﬂb;‘i
Kuantitas dan | terhadap Murid ) ' 14 07 05 01 00 K
Kualitas
_IP_endldlk dan % % % é‘ b

enaga Rasio Guruthd | Rasi 25. 25. [ | 25. |= 25. |~ 25. | aol

Kep_endldlkan Murid PAUD o 25.30 21 0 17 ':] 10 _'o“o‘ 04 _(ﬁ 01 5 PMPT
bagi Satuan © 3 o o K
Pendidikan s 8 a e
Dasar, PAUD _ ) Kabid
dan Rasio Guru thd Rasi 20.36 20. 20. 20. 20. 20. PMPT
Pendidikan Murid SD 0 ’ 11 08 05 02 00 K
Nonformal/
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Kesetaraan | pasio Guruthd | Rasi 1817 | 18 18. 18. 18. 18. g,‘i‘ﬂbF',dT
Murid SMP 0 ’ 10 04 02 00 00 K
Kabid
Persentase 95. 96. 97. 97. 98.
Guru SI/DIV % 95.20 98 56 02 68 22 EMPT
Persentase .
Kabid
Guru PAUD o 61. 61. 62. 62. 63.
Tersertifikasi /0 60.85 25 86 35 98 25 EMPT
Pendidik
Persentase .
Kabid
Guru SD o 93. 94, 94, 95. 95.
Tersertifikasi % | 93.68 | o 28 78 28 78 T
Pendidik
Persentase .
Kabid
Guru SMP o 96. 97. 97. 98. 98.
Tersertifikasi % | 96.63 | g9 38 82 34 83 PP
Pendidik
Perhitungan Dokumen
dan .
perhitungan
pemetaan a
< an pemetaan
Pendidik dan e
Pendidik dan o o o o
tenaga Tenaga a & & a _
Kependidikan | | 2 = gian Dok 32 2 2 2 Kabid
Satuan Sa'touan ume 1 1 1 (8] 18 1 |8 1|8 PMPT
Pendidikan - n ° ° =) [=) K
Dasar. PAUD Pendidikan ) S S )
dan Dasar, PAUD e e e e
- dan Pendidikan
Pendidikan
Nonformal/Kese
Nonformal/
taraan
Kesetaraaan
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Penataan dan UIIE
Pendistribusi LELUE d
an Pendidik | Penataan dan
dan Tenaoa pendistribusian = P = by
'ag pendidik dan Dok N @ o = Kabid
Kependidikan t 1 0 1 |g ' 1| ' = PMPT
Dasar, PAUD | chada ume g & S &
dan Kependidikan n © N 2 N K
Pendidikan | 43587 PAUD, °° @ © =
Nonformal/Ke dan Pendidiakn
setaraan Nonformal/Kese
taraan
Prosentase
satuan ® © © ©
Program Pendidikan _3‘ 8 Q 8
Dasar yang ~ ~ © ~ N
Pengembang telah % 100 100 100 |7 | 100 (2 100 |9 100 | Disdik
an Kurikulum menerapkan S ® N g
kurikulum e *® et “
muatan lokal
Kegiatan Persentase
P 9 " pemenuhan X 8 S 3
enetapan dokumen > L 5 «
aunkuium | kurikulum % | 100 | 0 100 |2 | 100 |2 100 |8 100 |3 Disdik
- muatan lokal o ‘® o wl
Ezgg'rd'ka” Pendidikan S 8 o By
Dasar
Jumlah
Penyusunan dokumen - N - N
Kompetensi Kompetensi 8 S 8 8
Dasar Dasar Muatan doku =) o) [=} =) -
Muatan Lokal | Lokal men 2 0 6 8 6 _8 6 _8 6 _8 Disdik
Pendidikan Pendidikan 8 8 3 8
Dasar Dasar yang e e e e
disusun
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Jumlah
Penyusunan dokumen = = = =
Silabus silabus Muatan o o o o
Muatan Lokal | Lokal (rj]?:ﬁ 2 0 - 6 § 6 § 6 § 6 § Disdik
Pendidikan Pendidikan o o ° o
Dasar Dasar yang 8 8 8 8
disusun
Penyediaan Jumlah buku o1 o o o
Buku Teks teks Pelajaran N 3 N s
Pelajaran Muatan Lokal ~ ~ 0 ~ .
Muatan Lokal | Pendidikan buku 2 0 - | 100 ':1 100 8 100 g 100 :nl Disdik
Pendidikan Dasar yang S ® N g
Dasar disediakan e ®© et o
Pelatihan Jumlgh peserta . . . .
pelatihan e o o by
Penyusunan penyusunan S S ) b
Kurikulum . oran 110 |@ | 110 |2 110 o 110 o -
Muatan Lokal ﬁd;ﬁ#ﬁgkm g 1100 S N 3 o |8 o |8 0o |8 Disdik
Pendidikan 0 8 8 8 3
Pendidikan o ) S S
Dasar
Dasar
Mening 65 | 65 65 65 65 65
katnya Nilai SAKIP Skor a o a1 an a Sekdin
akur?/ta (B) (B) .91 (B) & (B) @ (B) _g (B) .8
biltias % S & > L
kinerja .g g g _g ‘f
dan indek 3 © 5 a 3 .
keuang Kepuasan Skor 82 85 |4 88 142 90 |« 93 |5 95 |5 Sekdin
an Masyarakat x 5 Q S N
serta
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penga | Program
wasan | Penunjang
Dinas | Urusan Persentase
Pendidi | Pemerintahan | Lap. Keuangan .
kan Daerah sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 Sekdin
Akuntansi
Publik
Cakupan
pemenuhan
kebutuhan rutin % 100 100 100 100 100 100 Sekdin
penunjang
kinerja PD
Persentase
pemenuhan
dokumen % | 100 | 100 100 100 100 100 Sekdin
penilaian
manajemen
resiko
Kegiatan
Perencanaan,
n dan pemenuhan
Evaluasi dokumen I N N ) N
Kinerja Perencanaan, 8 8 8 8 8
Perangkat penganggaran | pers | yn4 | 100 [N | 1200 |8 | 100 |3 100 |3 100 |3 Sekdin
Daerah dan evaluasi en w o o o o
Kinerja 8 8 8 8 S
Perangkat e e e e e
Daerah yang
bermutu
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Penyusunan Jumiah 7 o o o=y 5
Dokumen Dokumen o o o o o
Perencanaan Perencanaan doku N 8 3 S S Sekdin
Perangkat Perangkat men g g _g g .g
Daerah Daerah yang 8 8 8 8 8
disusun
Koordinasi Jumlah 5 5 B =
dan Dokumen RKA- doku ° ° ° >
Penyusunan SKPD yang men - _8 _8 _8 8 Sekdin
Dokumen disusun dan = S S S
RKA-SKPD dikoordinasikan = o o o
L Jumlah
ggrcl)rdmay Dokumen
penyusunan Perubahan doku .
Dokumen RKA'S.KPD men - - - - - Sekdin
ang disusun
Perubahan )c;an
RKA-SKPD dikoordinasikan
Koordinasi Jumlah B 5 e B
dan Dokumen DPA doku ° ° ° °
Penyusunan | SKPD yang men - 3 38 3 3 Sekdin
Dokumen disusun dan S = = S
DPA SKPD dikoordinasikan o o o S
Koordinasi Jumlah
dan Dokumen
penyusunan PerubahanDPA | doku ) ) ) i i Sekdin
Dokumen SKPD yang men
Perubahan disusun dan
DPA-SKPD dikoordinasikan
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Koordinasi
d Jumlah Laporan
an . v
Capaian Kinerja
penyusunan - I IN I IS
dan Ikhtisar o a o o
Laporan Realisasi S S 8 8
Capaian A buku 0 - 1 18 1 18 1 1|8 1 18 Sekdin
N Kinerja SKPD P < - P
Kinerja dan g S S 3 3
Ikhtisar gang Isusun © © o ©
Realisasi dﬁ(rc])ordinasikan
Kinerja SKPD
Evaluasi Jumlah peserta o o R o
Kinerja Rapat Evaluasi oran o ° ° o
Peranakat Kinerja 0 - | 150 |8 | 150 [8 150 (8 150 |8 Sekdin
Daarab Perangkat g S 3 =) S
aera Daerah © o o ©
Persentase g o 9 a a
Kegiatan pemenuhan w N » » ©
Administerasi | kebutuhan 10 & 10 § 10 § 10 § 10 §
Keuangan administrasi % 0 1; o |= 0 |~ 0 |= o |~ Sekdin
Perangkat keuangan ® S Q PN 5
Daerah perangkat '83 ‘%1 "43 81’ 'lo_\ﬁ
daerah o w (= a ~
[on) (3} (6] al a1
& 0 3 R 8
s 18], R z
Tugfan an penerima Gaji n 13 g 13 [ | 13 : 13 | 13 -2 Sekdin
ASI\JI 9 dan Tunjangan _g _S _S 5 _g
w (&3] A (o] (o]
e} P [(e] a1 [
o w [ ol S
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Jumlah ASN o - =
Penyediaan yang a S N
administrasi memerlukan oran 200 |8 200 |o 200 |o .
pelaksanaan | Administrasi g 0 g 0 _8 0 .8 Sekdin
tugas ASN Pelaksanaan =] S 3
o o
Tugas
Pelakasanaa
n Jumlah - - -
Penatausaha | Penatausahaan o o o
an dan dan doku 171 |8 171 (8 171 |8 Sekdin
pengujian / Penguijian/Verifi | men 6 (2 6 (2 6 (2
verifikasi kasi Keuangan 8 g Q
Keuangan SKPD
SKPD
. Jumlah
Koordinasi s w © ©
dan Koordinasi dan _g _g _g
pelaksanaan pelaksanaan kali e S e 8 e 8 Sekdin
. Akuntansi 3 ¢ 3 | 3 |
Akuntansi SKPD van g ] =
SKPD D yang 8 8 8
dilakukan
ggrc])rdmaa Jumlah Laporan o o o
Penyusunan Keuangan Akhir o o o
o o o
Laporan Tahun SKPD doku 1 (8 1 (8 1 (8 Sekdin
yang disusun men < > -
Keuangan dan = 3 3
Akhir Tahun dikoordinasikan o o o
SKPD
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Pengelolaan Jumlah Bahan = = T
dan Tanggapan 2 2 2
Eenylapan Pemeriksaan doku 1 0 1 18 1 1|8 1 18 Sekdin
ahan dikelol men P, 5 5
Tanggapan yang dikelola o o o
. dan disiapkan o o o©
Pemeriksaan
Koordinasi
dan Jumlah Laporan
penyusunan Keuangan N N N
Laporan Bulanan/Triwula [=) [=) o
Keuanagn n/Semesteran buku 4 0 4 |8 4 |8 4 |8 Sekdin
Bulanan / SKPD yang = 8 S
Triwulan / disiapkan dan o o ©
semesteran dikoordinasikan
SKPD
Penyusunan Jumlah Laporan
pelaporan dan Analisis .g g .g
dan anal_|5|s Prog_nosn_s doku 1 0 1 8 1 _8 1 _8 Sekdin
Prognosis Realisasi men ) ) o
Realsasi Anggaran yang 8 8 8
Anggaran disusun
Kegiatan Prosentasi
glats .| pelaksanaan = = =
Administerasi Adiministrasi S S r)
Barang Milik | 5 2ng Milik % | 100 100 100 |3 100 |8 100 |3 Sekdin
Daerah pada o o o
erangkat Daerah pada 8 3 8
P Perangkat S S o
Daerah
Daerah
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Penyusunan Jumlah
Perencanaan | Perencanaan g g fo"'
Kebutuhan Kebutuhan doku = = S Sekdin
Barang Milik Barang Milik men o ° o
Daerah Daerah SKPD 8 8 8
SKPD yang disusun
Pengamanan | Jumlah Barang o o o
. e o o o
Barang Milik Milik Daerah . S S S .
unit o o (=] Sekdin
Daerah SKPD yang o o o
SKPD diamankan 3 8 8
Koordinasi Jumlah Barang o o o
dan Penilaian | Milik Daerah '8 8 8
Barang Milik SKPD yang unit o o o Sekdin
Daerah dikoordinasikan S 8 =]
SKPD dan dinilai e e e
P:?t;\?vzzg’n Jumlah Barang
beng Milik daerah o o o
dan SKPD yan 3 3 8
pengendalian | 2 2 Yangd it 3 3 3 Sekdin
- dibina, diawasi [=) ) o
Barang Milik S S S
dan ) o S
Daerah pada dikendalikan
SKPD
Rekonsiliasi Jumlah laporan
dan Barang Milik o o o
o o (@]
penyusunan Negara pada ° ° °
laporan SKPD yang buku 3 3 3 Sekdin
Barang Milik disusun dan 8 3 S
Daerah pada | direkonsiliasika o S S
SKPD n
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Jumlah Barang o) o) o)
Penatausaha - S =} o
an Baran Milik Daerah o o o
Sk Dand | pada SKPD unit o|-[o]|-|1]8 1 (8 18 Sekdin
yang o o o
pada SKPD ditatausahakan 8 8 8
Jumlah Barang
pemanfaatan | vy Daerah
Daeraﬂ pada SKPD unit ol-lol|-]|o]- 0 | - o | - Sekdin
yang
SKPD dimanfaatkan
Persentase
Kegiatan pemenuhan > = > s !
ini H = o (%2 o o
Admlnlstra_5| doku_men _ Pers o | 100 B 10 |o 100 |2 100 |& _
Kepegawaian | administra-si en 100 | % S 0 S S S Sekdin
Perangkat Kepegawaian [ [= [= [=} o)
Daerah Perangkat 8 8 8 8 8
Daerah
Peningkatan Jumlah Sarana
Sarana dan dan Prasarana
Prasarana Disiplin unit 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Sekdin
Disiplin Pegawai yang
Pegawai ditingkatkan
Ezﬂg;?]aan Jumlah Pakaian A 2 © ©
Dinas beserta Dinas beserta o S S =
atribut Atribut stel 9% (& 0 - | 95 |8 95 |8 95 (8 Sekdin
kelengkapann Keleng_kapan S 3 S S
ya yang diadakan o o o o
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Pendataan Jumlah
dan Administrasi doku
pengolahan Kepegawaian men - - - Sekdin
administrasi yang didata dan
kepegawaian | dikelola
. Jumlah Sistem
Koordinasi ;
Informasi = = [
dan Kepegawaian 2 z 2
pelaksanaan doku S 3 S .
; yang =) o o) Sekdin
Sistem - men 3 g S
. dilaksanakan o o o
Informasi dan 8 8 S
Kepegawaian dikoordinasikan
Monitoring, Jumlah Kinerja N ® @
evaluasi dan Pegawai yang doku o e o
penilaian dimonitoring, men 3 3 3 Sekdin
kinerja dievaluasi, dan S S =
pegawai dinilai o o o©
Jumlah
Pemulangan P .

. egawai oran .
pegawai yang ensiun yang g - - - Sekdin
pensiun Pt

dipulangkan
Jumlah
Pemulangan .

) pegawai
pegawal yang meninggal
meninggal dalam oran ) ) ) Sekdin
dalam g

melaksanakan
melaksanaka
n tugas tugas yang
dipulangkan
Jumlah ASN
Pemindahan yang oran .
Tugas ASN dipindahkan g ) i i Sekdin
Tugasnya
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Jumlah
Pendidikan Pegawai yang N - -
dan Pelatihan | mengikuti a ul (3
H idi o o o
Pegawai Pend_ldlkan dan | oran > 0 ) 0 ) 3 |s 3 |8 3 |g Sekdin
Berdasarkan Pelatihan g > P >
Tugas.dan berdasarkan S S S
Fungsi Tugas dan
Fungsi
Jumlah peserta N N N N N
Sosialisasi yang mengikuti 8 P = 5 P
Peraturan sosialisasi oran [=) [=) [=) [=] [=) .
Perundang- peraturan g 100 100 _8 100 _8 100 _8 100 _8 100 _8 Sekdin
undangan perundang- 8 S 8 8 3
undangan e e e e e
_ Prosentase — — N o N
Kegiatan Pemenuhan ‘?g E “8 ‘8 “8
Administrasi kebutuhan 100 |® | 100 | | 100 |® 100 |® 100 |& _
Umum Administrasi % S S a g 8 Sekdin
Perangkat Umum N N ® ©o &
Daerah Perangkat 8 8 8 3 8
o o o o o
Daerah
Penyediaan Jumlah
Komponen Komponen N N N N N
. . N N [{e} (e} (]
Instalasi Instalasi pake w w © © © _
Listrik/Penera | Listrik/Peneran N 820 820 |8 | 820 |8 | 820 (R 820 | 820 R Sekdin
ngan gan Bangunan = = = ] =
bangunan yang o o = = o
kantor disediakan
. Jumlah = = [} ~ N
Penyediaan Peralatan dan 2 2 < e z
peralatan dan | po oo i s0 |50 |& |50 |5 | 508 75 |8 50 |8 Sekdi
erlengkapan erlengkapan unit o o ) ) ) ekdin
E Kantor yang Q Q = Q Q
antor . . o ) o S o
disediakan o S =) o S
Jumlah A A 3 & A
Penyediaan Peralatan o o o o o
peralatan Rumah tangga unit 100 100 (8 | 100 |8 | 100 |8 100 (8 100 |8 Sekdin
rumah tangga | yang S =4 8 8 3
disediakan o o o o o
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Jumlah Bah 2 2 a a o
. umlah Bahan
Penyediaan S P P o o (s
- Logistik Kantor . 170 [N | 170 |n | 170 | 170 | 180 | .
Eah?n logistik yaﬁg unit 28897 0 _8 0 _8 0 _% 0 _g; 0 _g Sekdin
antor disediakan S 8 8 8 8
o o o o o
. Jumlah barang 5 5 5 B B
Eenyedlaan cetakan dan Z 2 a2 > =
arang enggandaan pake 237980 237 = 237 = 237 S 237 ] 237 = Sekdin
cetakan dan Sang t 980 |© | 980 |© | 980 |© 980 |© 980 |©
o o o o o
penggandaan disediakan 8 8 8 8 8
Penyediaan Jumlah Bahan
S B B e B
bahan Bacaan dan ES o o o o
0] o o o o
ngaatirr‘a?]a“ Eg[ﬁ;”dr:ﬂg_ eks | 290 |[290 |8 [ 290 (8 |29 [8 290 (8 290 (8 Sekdin
perundang- undangan yang § § § § §
undangan disediakan
Jumiah 8 8 8 S @
; umia o o =) =) =)
Eg;‘gﬁ/d'aa” bahan/material | pake | oo | 428 [& | 428 [ | 428 |5 428 |3 428 |3 Sekdin
material yang t 0 [o] 0 || 0 |2 0 o o |8
disediakan 8 8 8 3 8
o o o o o
Fasilitasi Jumlah 8 3 3 3 3
H o o o o o
kunjungan Kunjungan kali | 40 | 40 [S | 20 |8 | 40 |8 40 |8 40 |8 Sekdin
tamu Tamu yang 3 S 3 3 S
difasilitasi 8 8 8 ] 8
~ ~ ~
::mglpe;tggar Jumlah Peserta 3 3 38 38 38
APat Rapat $ 3 5 5 5
koordinast | Koordinasi dan | %" | 150 | 150 |2 | 150 |2 | 150 |3 150 | 150 | Sekdin
konsultasi Konsultasi ? S S S S S
SKPD SKPD 8 8 5 P Py
o o o
Zr?r;arl;?usaha Jumlah Arsip
Dinamiz Dinamis yang buah 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Sekdin
SKPD ditatausahakan
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Jumlah
Dukungan
Pelaksanaan
pelaksanaan . o) o) o))
sistem Sistem o o o
: o o o
pemerintahan ggnginstahan patke 1 0 118 1 (8 1 (8 Sekdin
berbasis . Q Q Q
. Elektronik pada Q Q Q
elektronik o o ©
pada SKPD SKPD yang
didukung
Kegiatan Prosentase
Pe?l adaan keterlaksanaan
9 " Pengadaan 5 3 e
Barang Milik Barang Milik & S a
Daerah Daerah % 100 100 100 |8 100 |8 100 |8 Sekdin
Penunjang P - o =} o
U enunjang o =) [=)
rusan o o o
Pemerintah Urusan e e e
Daerah Pemerintah
Daerah
Pengadaan Jumlah
Kendaraan Kendaraan
Perorangan Perorangan
Dinas atau Dinas atau unit 0 0 0 - 0 - 0 - Sekdin
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas Jabatan
Jabatan yang diadakan
Pengadaan Jumlah
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas unit |0 0 o |- o |- o |- Sekdin
Operasional Operasional
atau atau lapangan
Lapangan yang diadakan
Pengadaan Jumlah Alat
9 Besar yang unit 0 0 0 - 0 - 0 - Sekdin
Alat Besar :
diadakan
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Pengadaan Jumlah Alat
Alat Angkutan | Angkutan Darat . .
Darat Tak Tak Bermotor unit ) i i Sekdin
Bermotor yang diadakan
N N N
o o o
Pengadaan Jumlah Mebel pake 8 8 8 .
Mebel ang diadakan t o o o Sekdin
yang ° ° °
o o o
o o o
Pengadaan Jumiah & o &
o o o
Peralatan dan | Feralatan dan unit 8 8 ] Sekdin
S Mesin Lainnya < - P
Mesin lainnya diadak S S =
yang diadakan S S S
Pengadaan Jumlah asset
aset tetap tetap lannya unit - - - Sekdin
lainnya yang diadakan
<]
Pengadaan Jumlah asset °
aset tak tak berwujud unit 3 - - Sekdin
berwujud yang diadakan §
Pengadaan Jumlah gedung > >
gedung kantor atau L o
kantor atau bangunan ruan § § - Sekdin
bangunan lainnya yang 9 ° °
lainnya diadakan 3 8
Pengadaan Jumlah Sarana
Sarana dan © © ©
Prasarana dan Prasarana o =) o
Gedung Kantor | pake S 8 8 .
Gedung S S ) Sekdin
atau Bangunan t < - B
Kantor atau lainnva van S S S
Bangunan unnya yang s} S o
; diadakan
lainnya
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Pengadaan Pengadaan
Sarana dan Sarana dan o o o
Prasarana Prasarana a =] a
o o o
Pendukung | Pendukung unit 0 ol-1o -] s |8 4 |S 5 [S Sekdin
Gedung Gedung Kantor P = P
Kantor atau atau bangunan 8 g Q
bangunan lainnya yang
lainnya diadakan
segwah | Prosentase B B P IS I
Y pemenuhan S S S S S
Jasa Jasa Penunjan 2 2 iy y 3
Penunjang 1aNG | o 100 | 100 | | 200 [ | 200 |Q 100 |8 100 |8 Sekdin
Urusan g g S 8 8
Urusan . o o o o o
Pemerintahan Pemerintah 8 8 8 8 3
Daerah Daerah o o S o o
w w w w w
Penyediaan Jumlah Jasa g g _g ‘8 _g
jasa Surat Surat Menyurat buah 3000 300 S 300 S 300 S 300 S 300 S Sekdin
yang 0 |- 0 |¢ 0 |¢ 0 | 0 |
Menyurat disediak = S = g S
isediakan S S ] S S
Penyediaan Jumlah jasa S S & & S
jasa komunikasi, .g 3(; .g _g _g
komunikasi, sumber daya air | kali 12 12 S 12 S 12 ] 12 S 12 S Sekdin
Sumber Daya | dan listrik yang [y [=} [=} [=} [=}
Air dan Listrik | disediakan 8 8 8 8 8
Penyediaan Jumlah jasa s s s s 5
Jasa peralatan dan = = = i -
Peralatan dan | perlengkapan kali 12 12 |18 |12 (8 | 12 |8 12 |8 12 |8 Sekdin
Perlengkapan kgnto_r yang 8 8 g g 8
Kantor disediakan © © o o ©
i [6)] [6)] (63} a1 a1
Penyediaan Jumlah jasa 5 o N N N
Jasa pelayanan _ Sy 3 ® o ® _
Pelayanan ;;r:ém kantor kali 12 12 g 12 g 12 8 12 8 12 S Sekdin
o o o o (=]
Umum Kantor | gisediakan S S S S S
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Prosentase
Kegiatan pemenuhan
Pemeliharaan | kebutuhan w o w0 N IS
Barang Milik | Pemeliharaan * ® s X |
Daerah Barang Milik ~ ~ ‘o ~ ~ .
Penunjang Daera% % 100 100 B 100 B 100 g 100 5 100 5 Sekdin
Urusan Penunjang 8 S 8 8 3
Pemerintah Urusan e e e e e
Daerah Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jumlah jasa
Jasa pemeliharaan,
Pemeliharaan | Biaya
, Biaya Pemeliharaan o o o © ©
Pemeliharaan | dan Pajak N N o s ©
H | | o o o
dan Pajak. Eg:‘:raarna;;n kali |70 | 70 |5 | 70 |5 | 70 |8 0 |8 0|8 Sekdin
Perorangan Dinas atau S S 8 S S
Dinas atau Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas yang
Jabatan disediakan
Penyediasan
Jasa Jumlah jasa
Pemeliharaan | pemeliharaan,
, Biaya Biaya
. . (2} (2} a1 (63} (€2}
Pemeliharaan | Pemeliharaan, » » > N »
H H (o2} N [o)] (o] (o2}
, Pajak dan | pajak dan kali | 20 | 20 (8 |20 (8| 20 |8 20 | 20 |8 Sekdin
Perijinan perijinan S S 5 5 5
K(_andaraan Kt_andaraan 8 8 8 8 8
Dinas Dinas
Operasional Operasional
atau atau lapangan
lapangan
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Penyediaan Jumlah jasa
Jasa pemeliharaan,
Pemeliharaan | Biaya
, Biaya pemeliharaan kali 0 0 - 0 - 0 - 0 - Sekdin
pemeliharaan | dan perijinan
dan perijinan | alat besar yang
alat besar disediakan
Penyediaan Jumlah jasa
jasa pemeliharaan,
pemeliharaan | Biaya
, Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan | dan perijinan kali 0 0 - 0 - 0 - 0 - Sekdin
dan perijinan | alat angkutan
alat angkutan | darat tak
darat tak bermotor yang
bermotor disediakan
i o o o o
Pemeliharaan Jumlah mgbel pake o5 27 |8 25 |8 25 |8 25 |8 Sekdin
mebel yang dipelihara t P = = =
8 8 8 8
N N N
. Jumlah o o o
Pemeliharaan eralatan dan ake S 3 S
peralatan dan pera i P 5 0 - 5 |8 5 18 5 |8 Sekdin
mesin lainnya mesin fainnya t =) =) =)
yang dipelihara S S g
a
Pemeliharaan | Jumlah aset -8
aset tetap tetap lannya unit 0 0 - 0 - 2 |8 0 - Sekdin
lainnya yang dipelihara g
o
Pemeliharaan | Jumlah asset
aset tak tak berwujud unit 0 0 - 0 - 0 - 0 - Sekdin
berwujud yang dipelihara
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Pemeliharaan | Jumlah gedung N - - - -
/Rehabilitasi kantor dan g a a ol a
. o o o o
Gedung bangunan wan |49 |10 (8] 5 |8 5 |S 5 S 5 |8 Sekdin
Kantor dan lainnya yang g S = = 3 =
Bangunan q_ipel_iharalrehab § S 8 g Q
lainnya ilitasi
Pemeliharaan Jumlah sarana
/Rehabilitasi
sarana dan dan prasarana & & & & &
Prasarana gedung kantor . 8 8 8 8 8 .
Gedun atau bangunan unit 15 15 |5 15 |5 15 |5 15 | 15 |5 Sekdin
Kantor stau | AMNYa yang S S 5 S S
banaunan dipelihara/rehab © © o © ©
Laingnya ilitasi
Pemeliharaan Jumlah sarana
/Rehabilitasi
Sarana dan prasarana N o o o
Prasarana pendukung g 2 2 2
o o o o
Pendukung | 9€dung kantor - 0 1 8]0 -] 218 2 |8 2 18 Sekdin
Gedung atau bangunan 5 > > >
Kantor atau lainnya yang S S S S
banaunan dipelihara/rehab
laim?ya ilitasi
. Jumlah Tanah
Pemeliharaan an bida
[Rehabilitasi | Y28, 0 o-]o]|-|o]- o |- 0o | - Sekdin
Tanah dipelihara/reha ng
ilitasi
[e0] ~ [0} 00} (o]
N © N w N
© N N > w
(] [6)] N [ (o]
JUMLAH = @ & & S
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BAB vii
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara
kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah
berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator
kinerja. menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu
sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam
perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah

dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja penyelenggaraan
urusan ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja
indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima
tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan.

Indikator

kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan secara lengkap dapat

dipaparkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pendidikan
Tahun 2021-2026

KONDISI AWAL TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN KONDISI
INDIKATOR SATUAN AKHIR

KINERJA 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 RPIMD
Angka Rata-rata | Tahun 6,91 6,94 6,97 7,00 | 704 | 7,07 | 7,10 7,10
Lama Sekolah
Angka Harapan Tahun 12,30 12,31 12,32 12,33 (12,34 12,35 (12,36 | 12,36
Lama Sekolah
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Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel

di bawah ini :
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
Tahun 2021-2026
KONDISI
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN TAHUN
TUJUAN STRATEGIS SASARAN AWAL
2021 2022 2023 | 2024 | 2025 2026
Meningkatnya| Meningkat- Angka
masyarakat | nya Partisipasi
yang memiliki | aksesbilitas Sekolah (APS)
daya saing dan mutu Satuan 92.23 92.33 | 92.43 | 92.53 92.63 | 92.73
pendidikan layanan Pendidikan
pendidikan di | PAUD, SD, dan
semua jalur SMP
dan jenjang Persentase
pendidikan Satuan
Pendidikan
PAUD, SD, SMP
dan Pendidikan 50.12 52.92 | 54.13 | 55.59 57.07 | 58.37
Nonformal/Keset
araan
terakreditasi
minimal B
Meningkat- | Nilai SAKIP (65) (65) (65) | (65) (65) (65)
nya B B B B B B
akuntabilitas | Indek 85 88 90 93 95 95
kinerja dan | Kepuasan
keuangan Masyarakat
serta
pengawasan
Dinas
Pendidikan
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan periode 2021 —
2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan periode 2021 — 2026 serta sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan

yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan seluruh jajaran di Dinas

Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk :

1. Berkomitmen menjadikan renstra sebagai pedoman dalam menyusun renja setiap
tahun, dan tidak ada satupun yang keluar dari apa yang sudah tercantum dalam
Renstra tahun 2021-2026;

2. Menjalankan seluruh komitmen dengan mencapai target optimal yang telah
ditetapkan di Renstra maupun RPJMD tahun 2021-2026.

3. Sadar dan bertekad memahami dengan baik konsep-konsep yang tertuang dalam
renstra yang telah disepakati bersama.

4, Membangun koordinasi dan sin'ergitas dalam melaksanakan pembangunan |
pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung
terhadap pencapaian Visi Kabupaten Grobogan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 ini,

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah turut andil dengan mencurahkan tenaga,

pikiran dan waktunya. Semoga bermanfaat dan menjadi sumbangsih untuk

pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Purvvodad| April 2023
' >inas Pendidikan,

EDB H. PORNYOMO, M.Pd
mbina“Ti/ | / IVb

1HP-106711271995121002
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